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KATA PENGANTAR 
 

 

Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran (RSBA) Badan 

Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) 2021-2025 

merupakan panduan/pedoman pelaksanaan tugas, fungsi, 

dan tanggung jawab serta wewenang BOPDT untuk 5 (lima) 

tahun ke depan, yaitu tahun dimulai tahun 2021 hingga 

tahun 2025. Penyusunan RSBA BOPDT tahun 2021-2025 

dilakukan dengan mempertimbangkan capaian RSBA tahun 2015-2020, rencana 

strategis (renstra) Kemenparekraf/Baparekraf perubahan tahun 2020-2024, analisis 

lingkungan strategis (lingkungan internal dan eksternal) organisasi, dan prakiraan 

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun berikutnya, serta mempertimbangkan 

regulasi yang berlaku. 

Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran (RSBA) Badan Pelaksana Otorita Danau Toba 

(BPODT) 2021-2025 harus dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja yang ada di lingkup 

BPODT dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. 

Pelaksanaan RSBA BPODT tahun 2021-2025 harus dimonitor dan dievaluasi secara 

berkala setiap tahun untuk memastikan sasaran-sasaran strategis dan indikator 

kinerja dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal. Sasaran-

sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target yang ada pada RSBA BPODT 

tahun 2021-2025 dapat dilakukan perubahan/revisi berdasarkan perubahan arah 

kebijakan strategis pemerintah pusat/daerah dan/atau perubahan kondisi lingkungan 

strategis organisasi. Perubahan/revisi tersebut dilakukan tentunya sesuai dengan 

mekanisme dan aturan yang berlaku. 
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Poin penting dalam  RSBA BPODT tahun 2021-2025 adalah peningkatan investasi, 

peningkatan PNBP serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM BPODT. Performa 

keuangan BPODT sudah menunjukkan tren positif dimana PNBP mengalami 

peningkatan semenjak tahun 2020 hingga tahun 2022 seiring dengan meningkatnya 

belanja modal BPODT. Sedangkan efisiensi juga terjadi dengan penurunan belanja 

barang sebagai fixed cost dan cenderung stabil pada tahun 2022. Kondisi keuangan ini 

akan semakin membaik jika percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM 

BPODT dapat dilakukan, sehingga dengan modal manusia yang dimiliki maka BPODT 

dapat mengalami surplus dalam waktu beberapa tahun ke depan. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam 

penyusunan RSBA BPODT tahun 2021-2025 ini. Semoga seluruh sasaran-sasaran 

strategis, indikator kinerja dan target serta rencana program BPODT tahun 2021-2025 

dapat dicapai dengan optimal, sehingga visi BPODT tahun 2021-2025:  

�^�D���v�i�����]�l���v�� �<���Á���•���v�� �����v���µ�� �d�}������ �^�������P���]�� �����•�š�]�v���•�]�� �W���Œ�]�Á�]�•���š���� ���µ�v�]���� �Ç���v�P��

Mengutamakan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Vis�]���<���u���v�‰���Œ���l�Œ���(�l�������‰���Œ���l�Œ���(�_��

dapat dicapai sesuai harapan. 

Medan,    April 2023 

Direktur Utama  

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba 

 

 

 

     Jimmy Bernando Panjaitan 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan merupakan danau 

kedua terluas di dunia setelah Danau Victoria di Afrika. Danau Toba terbentuk 

akibat letusan gunung berapi Toba pada 74.000 tahun silam. Letusan gunung 

Toba tersebut mengakibatkan terciptanya kaldera seluas kurang lebih 1.780 

mdpl dan genangan air sedalam kurang lebih 500 meter, yang kini dinamakan 

Danau Toba. Danau Toba memiliki luas kurang lebih 1.100 km2, dan di 

tengahnya terdapat pulau Samosir seluas 650 km2 dengan ketinggian sekitar 

1.600 mdpl. 

Kawasan Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata strategis nasional 

yang memiliki keindahan alam dan kebudayaan batak yang unik. Potensi 

tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal agar dapat 

mengundang wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara 

(wisman), sehingga dapat memberikan berkontribusi positif terhadap 

perekonomian masyarakat sekitar pada khususnya dan perekonomian nasional 

pada umumnya. Agar pengelolaan dan pemanfaatan potensi Kawasan Danau 

Toba berjalan dengan optimal, maka didirikan Badan Pelaksana Otorita Danau 

Toba (BPODT). Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) didirikan 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau 

Toba dan Sekitarnya, cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba seluas paling 

sedikit 500 (lima ratus) hektar dan dikelilingi oleh 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: 
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kabupaten: Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, 

Dairi, Karo, dan Simalungun. 

Pendirian Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) bertujuan untuk 

mempercepat pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan 

Danau toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 

agar lebih terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu. Agar pembangunan 

Danau Toba lebih terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu, dibutuhkan 

sebuah dokumen perencanaan strategis yang dapat menjadi acuan bagi BPODT 

dalam melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan 

Danau Toba sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam pengelolaan 

kawasan pariwisata Danau Toba. Di samping itu, dokumen perencanaan 

strategis tersebut juga merupakan salah satu amanat dari Permenkeu Nomor 

92/PMK.05/2011, dimana BPODT sebagai unit kerja di bawah 

Kemenparekraf/Baparekraf yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (PPK-BLU) wajib untuk menyusun Rencana Bisnis Anggaran 

(RBA) 5 (lima) tahunan. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan dokumen 

perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target 

kinerja, dan anggaran suatu BLU. Penyusunan RBA ini dilakukan dengan 

mengacu pada Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2021-2024 dan 

mempertimbangkan regulasi yang berlaku, kondisi lingkungan strategis 

organisasi (internal dan eksternal), capaian organisasi, dan prakiraan RBA tahun 

berikutnya.  

1.2 Regulasi Terkait BPODT  

Seperti telah disebutkan sebelumnya, salah satu pertimbangan dalam 

penyusunan RBA BPODT tahun2021-2025 adalah regulasi yang berlaku terkait 
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BPODT. Oleh sebab itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap regulasi-regulasi 

yang berlaku terkait BPODT. Berikut adalah daftar regulasi tersebut: 

Tabel 1. Regulasi Terkait BPODT 

 
 

Regulasi Nomor Tahun Tentang

Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945
- - -

Undang-Undang

17 2003 Keuangan Negara

1 2004 Perbendaharaan Negara

25 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

23 2004 Pemerintahan Daerah

17 2007
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025

10 2009 Kepariwisataan

25 2009 Pelayanan Publik

50 2011 Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional 2010-2025

Peraturan Pemerintah

23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

74 2012
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

28 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Peraturan Presiden 

96 2019 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

97 2019 Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

49 2016 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

81 2014 Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya

9 2005

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 
Tahun 2005

Peraturan Menteri Keuangan

202/PMK.05/2022 2022
Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor
129/PMK.05/2020 tentangPedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum

129/PMK.05/2020 2020 Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

208/PMK.02/2019 2019
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran

82/PMK.05/2018 2018 Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum

136/PMK.05/2016 2016 Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum

180/PMK.05/2016 2016
Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah

95/PMK.05/2016 2016 Dewan Pengawas Badan Layanan Umum

220/PMK.05/2016 2016 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
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Tabel 1. Regulasi Terkait BPODT (Lanjutan) 

 

Berikut adalah penjelasan dari beberapa regulasi yang berlaku terkait BPODT: 

1.2.1 Kepariwisataan  

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, ditetapkan bahwa berfungsi dari kepariwisataan adalah untuk 

memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan 

dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara 

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan tujuan dari 

kepariwisataan meliputi: 

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

3. Menghapus kemiskinan 

4. Mengatasi pengangguran 

5. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya 

Regulasi Nomor Tahun Tentang

Peraturan Menteri Keuangan
92/PMK.05/2011 2011 Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum

08/PMK.02/2006 2006 Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum

Keputusan Menteri Keuangan 344/KMK.05/2019 2019 Penetapan BPODT dalam menerapkan PPK-BLU

Peraturan Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Republik 
Indonesia 

6 2020

Perubahan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 
tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi

88 2021 Evaluasi AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah

89 2021 Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif/Kepala 
Badan Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif 

11 2022
Rencana StrategisKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024

1 2021
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

13 2016 Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
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6. Memajukan kebudayaan 

7. Mengangkat citra bangsa 

8. Memupuk rasa cinta tanah air 

9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa 

10. Mempererat persahabatan antarbangsa. 

Dalam UU 10/2009 juga diatur bahwa pemerintah melakukan pembangunan 

kepariwisataan yang terdiri dari: 

1. Industri pariwisata 

2. Destinasi pariwisata 

3. Pemasaran 

4. Kelembagaan kepariwisataan. 

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk 

pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan 

kepariwisataan nasional, rencana induk kepariwisataan provinsi dan rencana 

induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Dalam upaya 

pembangunan kepariwisataan di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah 

juga mendorong upaya penanaman modal dalam negeri dan penanaman 

modal asing dibidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk 

pembangunan yang telah ditetapkan baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU10/2009 pemerintah berhak menetapkan 

kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek berikut: 

1. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya 

tarik pariwisata 

2. Potensi pasar 

3. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan 

keutuhan wilayah 
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4. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran 

strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; 

5. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan 

pemanfaatan aset budaya 

6. Kesiapan dan dukungan masyarakat 

7. Kekhususan dan wilayah. 

Kawasan strategis pariwisata terdiri atas kawasan strategis pariwisata 

nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi dan kawasan strategis 

pariwisata kabupaten/kota. 

1.2.2 Pengelolaan Barang milik negara (BMN) 

Pengelolaan BMN diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik 

Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

Pengelolaan BMN dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum 

negara. 

Pemanfaatan BMN dapat dilakukan melalui: sewa, pinjam pakai, kerja sama 

pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, atau kerja sama 

penyediaan infrastruktur serta kerja sama terbatas untuk pembiayaan 

infrastruktur. Yang dimaksud dengan "kerja sama infrastruktur" adalah 

penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

1.2.3 Pengelolaan aset (BMN) di lingkup BLU 

Pengelolaan aset pada BLU diatur melalui PMK No. 136/PMK.05/2016 tentang 

Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum. Menurut PMK No. 
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136/PMK.05/2016, aset BLU didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang 

dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya 

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset BLU terbagi atas 3 

jenis, aset lancar BLU, aset tetap BLU, dan aset lainnya. 

a) Aset lancar BLU adalah Aset BLU yang diperkirakan akan direalisasi atau 

dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek 

yang diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan dari tanggal neraca, dan/atau berupa kas atau setara kas yang 

penggunaannya tidak dibatasi, meliputi kas dan setara kas, investasi 

jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, 

dan biaya dibayar di muka 

b) Aset tetap BLU: Aset BLU yang berwujud dan mempunyai masa manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan 

untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. 

c) Aset lainnya: Aset BLU selain Aset Lancar BLU, investasi jangka panjang 

BLU, dan Aset Tetap BLU. 

Pengelolaan aset yang dimiliki sepenuhnya merupakan tanggung jawab BLU 

dan hasil dari kegiatan pengelolaan tersebut sepenuhnya digunakan untuk 

penyelenggaraan kegiatan BLU dalam rangka meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. BLU dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan aset, 

baik aset yang dimiliki dan aset yang dimiliki oleh pihak lain. Pelaksanaan 

pengelolaan aset tersebut meliputi: perencanaan dan penganggaran, 
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penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan 

penghapusan. 

Pengelolaan aset BLU dapat dilakukan melalui mekanisme Kerja Sama 

Operasional dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen 

(KSM) yang berdasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi 

dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.  

�x Kerja Sama Operasional (KSO) adalah pendayagunaan Aset BLU 

dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, 

melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan 

dalam naskah perjanjian. 

�x Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM) 

pendayagunaan Aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dengan 

mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan 

manajerial dari BLU dan/ atau pihak lain, dalam rangka 

mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, 

nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Aset BLU. 

Dalam melakukan pengelolaan aset dengan mekanisme KSO atau KSM, BLU 

dapat bermitra dengan: pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, BLU, BLU daerah, perusahaan swasta, yayasan, koperasi, 

dan perorangan. Kemitraan tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip: 

a. tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada 

masyarakat 

b. biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dapat dibebankan 

pada Rupiah Murni APBN 

c. aset BLU dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga 

setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan 
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d. tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset BLU kepada pihak lain. 

KSO terhadap aset BLU dilakukan terhadap objek KSO berupa: tanah, gedung 

dan bangunan dan/atau selain tanah dan/atau bangunan (termasuk aset tak 

berwujud), seperti:  

a. perangkat lunak komputer (software) 

b. lisensi dan franchise 

c. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang 

d. hak cipta (copyright), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya; 

e. merk dagang; 

f. karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya 

g. aset tak berwujud lainnya. 

Pelaksanaan KSO terhadap tanah dan bangunan dilakukan dengan ketentuan: 

a. Dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU. 

b. Jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas 

pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau per jam. 

c. Jangka waktu KSO paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak 

ditandatanganinya perjanjian. 

d. Jangka waktu KSO apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah 

dilakukan evaluasi. 

Adapun KSO terhadap Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. BLU mendapatkan imbalan berupa kompensasi tetap, imbal hasil, 

dan/ atau manfaat ekonomi lainnya. 

b. Setelah jangka waktu KSO berakhir, Mitra dapat mengajukan 

perpanjangan kerja sama. 
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c. Perpanjangan ditetapkan pemimpin BLU setelah dilakukan evaluasi 

dan penyesuaian klausul dalam perjanjian. 

d. Dalam hal Mitra tidak mengajukan perpanjangan kerja sama, mitra 

tidak diperbolehkan menggunakan manfaat dari aset selain tanah 

dan/ atau bangunan milik BLU demi kepentingan sendiri, dan 

menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak 

ketiga. 

KSM dapat dilaksanakan dalam bentuk: 

a. Pendayagunaan aset BLU dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan 

layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia 

dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki BLU. 

b. Pendayagunaan aset BLU dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan 

layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia 

dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki Mitra 

Pelaksanaan KSM dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

a. Dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU. 

b. Jangka waktu KSM paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya 

perjanjian. 

c. Jangka waktu KSM apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah 

dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian. 

1.2.4 Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum 

Regulasi terkait pengelolaan kas dan investasi BLU dikeluarkan oleh Kemenkeu 

dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan kas dan investasi BLU agar 

sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Oleh sebab itu, Kemenkeu 

mengeluarkan PMK 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi 

Badan Layanan Umum. Berdasarkan PMK 82/PMK.05/2018, prinsip 
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pengelolaan kas dan investasi BLU dilaksanakan berdasarkan kehati-hatian, 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, efisiensi, 

efektivitas, independensi, dan kewajaran. Sumber penerimaan BLU berasal 

dari: 

a. pendapatan dari jasa layanan: merupakan pendapatan yang diperoleh 

dari layanan yang berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLU. 

b. hasil investasi: merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil 

pengelolaan kas, bunga, dan/ atau imbal hasil investasi. 

c. Hibah: hibah yang diterima dari masyarakat dan/ atau badan lainnya 

dari dalam negeri atau luar negeri 

d. Pinjaman: merupakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana 

BLU 

e. rupiah murni dari anggaran pendapatan dan belanja negara: 

merupakan alokasi dana melalui bagian anggaran kementerian 

negara/ lembaga atau bagian anggaran bendahara umum negara 

f. sumber penerimaan lainnya yang sah: merupakan penerimaan yang 

diperoleh dari kerja sama operasional, sewa-menyewa, dan usaha 

lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan 

fungsi BLU. 

Penerimaan yang berasal dari pendapatan dari jasa layanan, hasil investasi, 

hibah, dan sumber penerimaan lainnya yang sah harus segera disetorkan 

(pada hari yang sama)  ke Rekening Operasional Penerimaan BLU, sedangkan 

penerimaan yang berasal dari pinjaman dan rupiah murni dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara harus segera disetorkan (pada hari yang sama) 

ke Rekening Dana Kelolaan BLU. Penyetoran penerimaan dapat dilakukan 
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pada hari berikutnya apabila: hari libur atau diliburkan atau jam operasional 

bank telah berakhir. Adapun pengeluaran kas BLU meliputi: 

a. belanja operasional: merupakan belanja untuk kegiatan operasional 

yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal 

b. penyaluran dana layanan: Penyaluran dana layanan meliputi: 

�x belanja terkait dengan layanan: merupakan pembayaran 

kegiatan layanan yang tidak diharapkan untuk diterima Kembali 

yang dapat berupa subsidi, hibah, dan/ atau beasiswa 

�x penyaluran pinjaman/pembiayaan: merupakan pendanaan 

yang dikeluarkan untuk membiayai suatu kegiatan atau proyek 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BLU dengan 

masyarakat/ lembaga yang harus dikembalikan dengan 

persyaratan tertentu yang dapat berupa penyaluran dana 

bergulir. 

Tata kelola investasi jangka pendek 

Investasi jangka pendek merupakan kegiatan manajemen kas aktif berupa 

penempatan kas pada instrumen keuangan dengan risiko rendah, dapat 

berupa deposito on call dan/atau deposito berjangka. Pengelolaan investasi 

jangka pendek diselenggarakan oleh Pemimpin BLU atau pejabat pengelola 

setingkat di bawah Pemimpin BLU yang mempunyai fungsi pengelolaan 

investasi. Dalam mengelola investasi jangka pendek, pengelola investasi harus 

melakukan: 

a. analisis terhadap risiko dan kajian yang memadai serta terdokumentasi 

dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi 

b. penyusunan, pendokumentasian, dan pemeliharaan catatan dan/atau 

kertas kerja terkait pengelolaan investasi. 
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Tata kelola investasi jangka panjang 

Investasi jangka panjang yang dilakukan oleh BLU harus memperoleh 

persetujuan Menteri Keuangan dan harus mempertimbangkan perbandingan 

antara hasil yang akan diperoleh (keuntungan) dari investasi jangka panjang 

yang dilakukan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan investasi 

jangka panjang tersebut. Investasi jangka panjang oleh BLU dapat dilakukan 

pada surat berharga dalam bentuk: 

a. instrumen perbankan, seperti: deposito perbankan, deposito 

perbankan syariah, dan/atau instrumen perbankan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. instrumen pasar modal, seperti: saham yang diperdagangkan di bursa 

efek, surat utang pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, 

surat utang syariah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, 

surat utang korporasi, surat utang syariah korporasi, reksa dana, 

dan/atau instrumen pasar modal lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

1.3 Kondisi lingkungan strategis BPODT 

Penyusunan Renstra BPODT 2021-2025 dilakukan melalui serangkaian analisis 

lingkungan strategis untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki dan 

permasalahan yang sedang atau akan dihadapi dalam upaya pencapaian 

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan strategis tersebut 

dilakukan terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. 

Analisis kondisi internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan organisasi, sedangkan analisis kondisi eksternal dilakukan untuk 

mengidentifikasi peluang dan tantangan yang berasal dari luar organisasi. 

Berikut adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sedang/akan 

dihadapi BOPDT dalam upaya pencapaian Renstra periode 2020-2021: 
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Kekuatan (Strength): merupakan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki 

organisasi. 

�‡ Kawasan wisata Danau Toba merupakan Kawasan wisata terintegrasi 

(eco-wisata) yang mengedepankan budaya, masyarakat, green area, 

zero waste water, pengolahan kembali (recycle) limbah (air dan 

sampah) dan dikonversi menjadi listrik 

�‡ Kawasan pariwisata danau toba merupakan destinasi wisata berkelas 

dunia dan cukup populer bagi wisatawan mancanegara dan lokal. Hal 

ini ditandai dengan banyaknya kunjungan dari wisman dan wisnus. 

�‡ BPODT memiliki 100 orang karyawan serta 6 tenaga ahli. Hal ini 

menunjukkan terjadinya peningkatan dari tahun 2021 dimana total 

karyawan yang dimiliki sebanyak 66 orang. 

�‡ BPODT merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki peluang 

dalam memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari 

pengelolaan Kawasan otoritatif pariwisata Danau Toba. 

�‡ BPODT masih didukung sumber pendanaan dari Rupiah Murni. Namun, 

BPODT menargetkan akan mengurangi ketergantungan tersebut setiap 

tahun seiring bertumbuhnya bisnis BPODT berdasarkan praktik bisnis 

yang sehat. 

�‡ BPODT memiliki Kawasan otoritatif yang dapat dikembangkan untuk 

kepentingan BPODT maupun kepentingan Kemenparekraf/Baparekraf 

dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif. 

�‡ BPODT juga memiliki kewenangan koordinatif atas Kawasan 

koordinatif yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten di Sumatera Utara, 

untuk dikembangkan dalam bentuk kerja sama dengan Pemda atau 

instansi terkait. 
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�‡ BPODT telah mengoperasikan kantor baru di Kawasan Otoritatif Danau 

Toba, sehingga koordinasi dan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

�‡ Komposisi realisasi belanja BPODT mengalami perbaikan. Hal ini 

ditunjukkan oleh tren belanja barang yang terus menurun, sedangkan 

tren belanja modal terus meningkat, seperti ditunjukkan pada gambar 

berikut ini. 

 
Gambar 1. Komposisi realisasi belnaja BPODT tahun 2020-2022 

Gambar diatas menunjukkan bahwa tren belanja modal selama 2 (dua) 

tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana belanja modal yang 

dilakukan telah menghasilkan return dalam bentuk peningkatan jumlah 

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari usaha yang dilakukan 

BPODT. Sedangkan tren belanja barang mengalami penurunan dalam 2 

tahun terakhir dan menunjukkan stabil pada tahun 2021 hingga 2022. 

Hal ini menunjukkan keberhasilan BPODT dalam mengendalikan fixed 
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cost dalam rangka mewujudkan efisiensi keuangan BPODT. Progress ini 

secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan 

BPODT semakin lama semakin baik, walaupun BPODT masih 

mengalami defisit yang semakin lama semakin mengecil.  

�‡ Belanja modal (investasi) yang dilakukan sudah mulai menunjukkan 

hasil dengan meningkatnya realisasi PNBP BPODT dimana pada tahun 

2021 sebanyak Rp. 334 Juta menjadi Rp. 4.266.009.211 pada tahun 

2022. 

Kelemahan (Weakness): merupakan kelemahan atau kekurangan yang 

dimiliki organisasi. 

�‡ Anggaran (APBN) yang diberikan kepada BPODT terus berkurang dari 

tahun ke tahun. Dengan demikian, BPODT mulai menerapkan PP tarif 

sehingga memiliki sumber pembiayaan alternatif dan tidak bergantung 

dengan APBN 

�‡ Pengembangan kompetensi SDM internal masih perlu untuk terus 

dilakukan, khususnya terkait tourism and hospitality management. 

�‡ Pengembangan produk pariwisata baru (atraksi) sebagai daya tarik 

dalam mendatangkan Wisman maupun Wisnus masih minim 

�‡ Perlu untuk melakukan sosialisasi terkait sapta pesona kepada 

masyarakat sekitar. 

�‡ Upaya pemasaran maupun komunikasi pemasaran belum dilakukan 

secara komprehensif dan terintegrasi 
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Peluang (Opportunities): faktor eksternal organisasi yang harus dimanfaatkan 

organisasi dengan sebaik mungkin untuk mencapai visi organisasi 

�‡ BPODT merupakan Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional yang 

didukung oleh pemerintahan pusat, dengan demikian potensi 

mendapatkan investor dapat dioptimalkan dan pembangunan fisik 

berupa infrastruktur dasar dapat segera dilaksanakan/dipercepat. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan K/L 

terkait dan Pemda 

�‡ Pembangunan Kawasan sekitar yang dilakukan oleh BPODT mendapat 

dukungan dari masyarakat setempat 

�‡ Kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti adanya memungkinkan 

adanya inovasi baru di dalam dunia pariwisata.  

�‡ BPODT dapat membangun konten digital terkait Danau Toba �Æ 

pariwisata virtual (virtual tourism); konten terkait Kawasan; 

kebudayaan setempat, kuliner, pemandangan alam, dll. 

�‡ Membangun connectivity (akses internet dan selular) untuk 

melaksanakan fungsi koordinatif �Æ virtual meeting/conference 

sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien 

�‡ Membangun sistem untuk pengelolaan Kawasan pariwisata 

menggunakan teknologi, seperti pengaturan fery dari dan ke Danau 

Toba menggunakan TI �Æ IT based trafict management system 

�‡ Saat ini BPODT telah memiliki Peraturan Direktur terkait tarif, dengan 

demikian BPODT dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari 

pengelolaan Kawasan dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN 

�‡ Saat ini Kawasan pariwisata Danau Toba sudah diakui oleh UNESCO 

sebagai Kawasan wisata geopark, dengan demikian Kawasan 
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pariwisata Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata berkelas 

internasional 

�‡ Orang batak dimana pun berada memiliki rasa ownership 

(kepemilikan) yang tinggi terhadap Danau Toba �Æ dapat bekerja sama 

untuk mempromosikan Danau Toba, terutama para diaspora di luar 

negeri 

�‡ Kawasan Danau Toba memiliki potensi untuk wisata alam (nature) dan 

kegiatan di luar ruangan (outdoor activity). 

�‡ Kawasan wisata Danau Toba merupakan Kawasan wisata terintegrasi 

(eco-wisata) yang mengedepankan budaya, masyarakat, green area, 

zero waste water, pengolahan kembali (recycle) limbah (air dan 

sampah) dan dikonversi menjadi listrik 

�‡ Negara Malaysia dan Singapura memiliki direct flight ke Medan 

�‡ Pandemi Covid-19 sudah akan berakhir dan pembatasan pergerakan 

orang sudah mulai dilonggarkan. 

�‡ Kawasan Danau Toba terpilih menjadi tempat penyelenggaraan event 

internasional, yaitu F1 Powerboat Lake Toba, Indonesia, pada tanggal 

24-26 Februari tahun 2023. Event ini mendatangkan Wisman yang 

cukup signifikan, baik peserta maupun official team masing-masing 

peserta dari berbagai negara. Selain itu, event ini juga diliput oleh 

media internasional dari berbagai negara sehingga dapat 

meningkatkan brand image Danau Toba sebagai kawasan pariwisata 

dunia. 
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Tantangan (Threat): faktor eksternal organisasi yang harus ditanggulangi 

organisasi dengan sebaik mungkin untuk menghindari risiko/dampak yang 

ditimbulkan. 

�‡ Lingkungan: Sering terjadi bencana alam, seperti gempa bumi di 

Kawasan Danau Toba sehingga akan berdampak pada keamanan dan 

keselamatan warga sekitar dan wisatawan 

�‡ Anggaran: pengurangan anggaran (APBN) yang diberikan kepada 

BPODT serta tingginya biaya untuk membangun infrastruktur dasar 

(fisik) akan berpotensi menghambat terlaksananya program 

pembangunan Kawasan Danau Toba �Æ diperlukan sumber 

pembiayaan alternatif (non-APBN) 

�‡ Hukum: masih terdapat permasalahan di bidang hukum, yaitu terkait 

sengketa lahan yangg ada di Kawasan Danau Toba antara BPODT 

dengan masyarakat sekitar. �Æ ada beberapa tuntutan hukum dari 

masyarakat terkait lahan kepada BPODT 

�‡ Lokasi: akses menuju Kawasan wisata Danau Toba cukup jauh dari ibu 

kota (medan/bandara KNO) dan membutuhkan biaya yang relatif 

tinggi. 

�‡ Kuliner: saat ini masih terdapat gap antara kuliner di medan (variasi 

dan rasa) dengan kuliner yang ada di Danau Toba �Æ di medan lebih 

variatif dan memiliki cita-rasa yang sudah terkenal enak 

�‡ Pengembangan SDM: kapasitas SDM pelaku pariwisata di Kawasan 

Danau Toba masih perlu ditingkatkan 

�‡ Sosial : Konflik dengan masyarakat sekitar terkait kepemilikan lahan, 

khususnya di sekitar The Caldera Resort 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM  

BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA 
 

 

2.1 Sejarah singkat pendirian BPODT 

Berdirinya BPODT diinisiasi oleh 7 bupati yang berada di Sumatera Utara melalui 

pertemuan pada tanggal 11 Agustus 2015, dengan semangat untuk 

membangun Kawasan Danau Toba. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2015 

kesepakatan 7 ketujuh Bupati tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden Joko 

Widodo. Ide pembangunan dan pengembangan Kawasan Danau Toba tersebut 

disambut positif oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian dilakukan serangkaian 

rapat pembahasan terkait pembangunan dan pengembangan Kawasan Danau Toba. 

Hingga akhirnya ditetapkan pendirian BPODT sebagai Satker di bawah 

Kemenparekraf/Baparekraf yang bertugas membangun dan mengembangkan industri 

pariwisata di Kawasan Danau Toba. Pendirian BPODT ditandai dengan dikeluarkannya 

Peraturan Presiden nomor 49 tahun 2016, tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan 

Pariwisata Danau Toba. Lebih detail terkait sejarah pendirian BPODT dapat dilihat pada 

gambar dibawa ini: 
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Gambar 2. Timeline berdirinya BPODT 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, hak pengelolaan Kawasan 

Pariwisata Danau Toba diberikan kepada Badan Otorita Danau Toba. Luasan 

Kawasan Pariwisata Danau Toba tersebut paling sedikit 500 (lima ratus) hektar, 

yang terdiri atas kawasan koordinatif dan kawasan otoritatif. 

Kawasan Koordinatif yang meliputi 8 (delapan) Kabupaten, yaitu: 

1. Kabupaten Dairi 

2. Kabupaten Humbang Hasundan 

3. Kabupaten Karo 

4. Kabupaten Samosir 

5. Kabupaten Toba Samosir 

6. Kabupaten Simalungun 

7. Kabupaten Tapanuli Utara 

8. Kabupaten Fak-Fak.  

Pertemuan 7 
Bubati

(11 Agustus 2015)

Pengusulan kepada 
Presiden melalui 

RATAS
(15 Oktober 2015)

Arahan pembentukan 
10 Destinasi Pariwisata 
Prioritas oleh Presiden 

(6 November 2015)

Presiden memastikan 
pembangunan 10 Destinasi 

Priorias
(4 Januari 2016)

RAKOR 5 Menteri 
terkait tindak lanjut 

pembentukan BPODT
(6 Januari 2016)

RAKOR Setkab 
pembentukan BPODT 

(11 Februari 2016)

RATAS Pengembangan 
Danau Toba 

(2 Februari 2016)

Kunker Presiden 
Jokowi ke Kawasan 

Danau Toba 
(1 Maret 2016)

Dikeluarkan Perpres 
49/2016 tentang 

BPODT
(13 Juni 2016)

Dikeluarkan 
Permenparekraf 

tentang SOTK BPODT
(18 Agustus 2016)
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Adapun Zona Otoritatif, berlokasi di Silangit, Kabupaten Tobasa dengan luas 

lahan sekitar 386 hektar, dan tidak tertutup kemungkinan untuk dikembangkan 

cluster baru di lokasi lainnya. 

Untuk menuju lokasi Danau Toba, terdapat beberapa alternatif moda 

transportasi, yaitu menggunakan transportasi darat, udara (mobil, motor, dan 

kereta api). saat ini tengah dikembangkan 1 (satu) Bandar Udara terdekat, yaitu: 

Bandar Udara Sibisa. Waktu Perjalanan yang harus ditempuh oleh Wisatawan: 

Tabel 2. Kondisi perjalanan ke Danau Toba 

Moda 
Transportasi 

Bus Kota/Kereta Api 
Bus Pariwisata/Taksi/ Sewa 

Mobil 
Waktu tempuh �x Dari Medan menuju 

Parapat jika dengan Bus 
kota, sekitar 6 jam (jarak 
170 Km) 

�x Dari Medan ke Pematang 
Siantar dengan Kereta Api, 
sekitar 4 jam (jarak 127 Km) 

�x Dari Pematang Siantar ke 
Parapat dengan Bus kota 1 
jam 30 menit (49,2 Km) 

�x Dari Medan ke Parapat 
sekitar 5 jam (170 Km) 

�x Dari Silangit ke Parapat 
sekitar 2 jam (77 Km) 

Kondisi pelayanan �x Sebagian wisatawan lokal 
menggunakan Bus kota dari 
Medan ke Parapat 
(walaupun tidak nyaman); 

�x Sangat jarang yang 
menggunakan Kereta Api 
dari Medan ke Pematang 
Siantar 

�x Kebanyakan wisatawan 
menggunakan kapal ferry 
untuk menuju Pulau 
Samosir dari Parapat; 

�x Belum tersedia transportasi 
publik dari Silangit menuju 
Parapat. 

�x Kebanyakan wisatawan 
menyewa kendaraan dari 
Bandara Kualanamu ke 
Danau Toba 

�x Menggunakan taksi secara 
bersama dari Bandara 
Kualanamu (relatif lebih 
nyaman bagi wisatawan) 

�x Masih terbatasnya jumlah 
taksi dari Silangit ke 
Parapat 

�x Tidak ada taksi di sekitar 
Parapat 

�x Sepeda Motor tersedia 
bagi wisatawan sebagai 
moda transportasi untuk 
keliling Pulau Samosir 
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2.2 BPODT sebagai Badan Layanan Umum (BLU) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum 

didefinisikan sebagai: instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Adapun tujuan dari pembentukan BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam 

pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan 

penerapan praktik bisnis yang sehat. BLU merupakan bagian perangkat 

pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan 

karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian 

negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.  

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) merupakan Unit kerja di bawah 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) yang dibentuk untuk membantu 

Kemenparekraf/Baparekraf dalam pengelolaan kawasan pariwisata Danau 

Toba. Penetapan BPODT sebagai organisasi yang menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dilakukan Keputusan Menteri 

Keuangan No. 344/KMK.05/2019. Berdasarkan Kepmenkeu No. 

344/KMK.05/2019, BPODT ditetapkan sebagai BLU penuh pada tanggal 26 April 

2019. 
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2.2.1 Badan Layanan Umum (BLU) 

Badan layanan Umum (BLU) diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum yang kemudian dalam rangka menyesuaikan dengan 

perkembangan penerapan pengelolaan keuangan BLU, dilakukan perubahan 

beberapa pengaturan dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tersebut. Perubahan-

perubahan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum 

Berdasarkan PP No.23 tahun 2005, BLU didefinisikan sebagai instansi di 

lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai 

imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan, namun tujuan 

utamanya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (service 

oriented), bukan mencari keuntungan semata (revenue oriented). Berdasarkan 

PP No. 74 tahun 2012, imbalan atas barang dan/atau jasa tersebut ditetapkan 

dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan 

atau hasil per investasi dana. Dalam menetapkan tarif layanan dan/atau jasa 

yang diberikan, BLU harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti:  
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a. kontinuitas dan pengembangan layanan 

b. daya beli masyarakat 

c. asas keadilan dan kepatutan 

d. kompetisi yang sehat. 

instansi pemerintah yang berstatus sebagai BLU memiliki fleksibilitas dalam 

menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Penerapan praktik-taktik bisnis dan 

pemberian tarif terhadap barang dan/atau jasa yang diberikan oleh instansi 

pemerintah tersebut dimungkinkan melalaui penerapan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).  

Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengusulkan Satker yang ada di lingkup 

Kementerian/Lembaga yang dipimpin untuk dapat menerapkan PPK BLU 

kepada Menteri Keuangan. Persyaratan dalam pengajuan Satker untuk dapat 

menerapkan PPK-BLU diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

119/PMK.05/2007 Tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka 

Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk 

Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan PMK 

No. 129/PMK.05/2020, Suatu Satker yang telah memenuhi persyaratan 

substantif dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum dapat diusulkan untuk menerapkan PKK-BLU setelah 

memenuhi persyaratan administratif. 

 

 



34 
 

1. Persyaratan substantif. 

Satuan Kerja Instansi pemerintah yang hendak menerapkan PPK-BLU 

harus telah menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan 

dengan: 

a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum yang dapat 

berupa bidang Kesehatan, bidang Pendidikan, dan bidang 

lainnya. 

b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan 

meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum 

yang dapat berupa badan pengusahaan kawasan, otorita, dan 

kawasan pengembangan ekonomi terpadu 

c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi 

dan/atau pelayanan kepada masyarakat yang dapat berupa 

lembaga/badan pengelolaan dana investasi, dana bergulir, dan 

dana abadi pendidikan. 

Pelayanan umum yang dimaksud adalah pelayanan umum yang bersifat 

operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Satker, dan pelayanan 

umum yang menghasilkan pendapatan. 

2. Persyaratan teknis: 

Instansi pemerintah yang hendak menerapkan PPK-BLU dinyatakan 

telah memenuhi persyaratan teknis apabila: 

a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak 

dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU 

sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri/Pimpinan 

Lembaga/Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya 
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b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah 

sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan 

penetapan BLU. 

3. Syarat administratif 

Instansi pemerintah yang hendak menerapkan PPK-BLU dinyatakan 

telah memenuhi persyaratan administratif apabila dapat menyajikan 

seluruh dokumen berikut: 

a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, 

keuangan, dan manfaat bagi masyarakat 

b. pola tata kelola 

c. Rencana Strategis Bisnis (RSB) 

d. laporan keuangan pokok 

e. Standar Pelayanan Minimum (SPM) 

f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit 

secara independen. 

Keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU 

diterbitkan oleh Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan 

dimaksud diterima secara lengkap dari Menteri/Pimpinan Lembaga.  

Penetapan status BLU oleh kementerian Keuangan dilakukan dalam bentuk 

status BLU penuh atau BLU bertahap. 

2.2.2 Urgensi pembentukan BPODT sebagai BLU 

Berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi pembentukan BPODT dan juga 

iklim investasi pariwisata, penerapan PK BLU di BPODT merupakan suatu yang 

penting dengan pertimbangan sebagai berikut:  
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1. BPODT memiliki layanan inti untuk mengoptimalkan penggunaan lahan. 

Optimalisasi lahan tidak bisa hanya sekedar menyewakan lahan, tetapi 

juga menjadikan lahan otorita sebagai salah satu destinasi utama di 

Danau Toba. Optimalisasi lahan memerlukan sistem yang lebih fleksibel 

di dalam pengelolaannya. 

2. BPODT merupakan jenis usaha pengembangan kawasan pariwisata yang 

harus mengutamakan customer service excellence. Hal ini berimplikasi 

bahwa amenitas yang tersedia di kawasan harus memiliki pelayanan 

prima dan ditunjang oleh prasarana dan sarana yang prima juga. Oleh 

karena itu, pemeliharaan prasarana dan sarana tidak bisa menunggu 

proses fiskal APBN secara reguler, tetapi harus bisa segera direspons 

sehingga memberikan kenyamanan bagi para wisatawan. Pemanfaatan 

dana PNBP untuk segera digunakan memelihara prasarana dan sarana 

yang ada secara reguler maupun responsif merupakan salah satu 

fleksibilitas yang diharapkan dapat diperoleh setelah menerapkan PK 

BLU.  

3. Dalam rangka mendukung pelayanan yang berkualitas dan responsif, 

BPODT memerlukan sistem pengadaan barang/jasa yang fleksibel, 

sehingga menghasilkan pengelolaan kawasan yang efisien dan efektif 

juga. 

4. BPODT sebagai pengelola kawasan juga harus mendapatkan investor 

dan juga pengisi tenant di kawasan/zona otoritatif. Investor berharap 

proses pelaksanaan investasi dapat berjalan dengan cepat dan sesuai 

yang dijanjikan, serta kredibilitas BPODT sebagai pengelola kawasan 

harus dapat ditunjukkan. Kredibilitas dibangun dengan adanya kesiapan 

SDM, pembiayaan, dan juga kualitas layanan. SDM Pemerintah yang 

memiliki pengalaman di dalam mengelola kawasan pariwisata sangat 
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terbatas, sehingga Pemerintah kekurangan SDM yang mumpuni. 

Penerapan PK BLU akan memudahkan pemerintah untuk merekrut SDM 

yang andal untuk mengisi posisi-posisi strategis dan manajemen. 

5. Sebagaimana diketahui, BPODT merupakan badan pengelola pariwisata 

yang pertama dimiliki pemerintah sebagai suatu unit pemerintahan, 

oleh karena itu, pembangunan kredibilitas BPODT harus menjadi 

prioritas agar investor mau berinvestasi, tenant mau membuka 

usahanya, dan pengunjung mau berkunjung untuk menyukseskan 

BPODT. Penerapan PK BLU merupakan salah satu langkah awal untuk 

membangun kredibilitas tersebut.  

6. Persaingan industri pariwisata yang dihadapi oleh BPODT bukan lagi 

pariwisata di dalam negeri, tetapi kompetisi dengan pariwisata di 

regional Asia Tenggara dan Pasifik. Usaha untuk mendatangkan jumlah 

wisatawan mencapai 1 juta orang ke Sumatera Utara merupakan 

tantangan yang luar biasa. Oleh karena itu, BPODT harus diisi oleh SDM 

yang inovatif dan kreatif dan didukung oleh sistem pengelolaan 

keuangan yang fleksibel, yaitu PK BLU. 

2.3 Organisasi BPODT 

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) merupakan satuan kerja di 

bawah Kemenparekraf/Baparekraf yang didirikan berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 49 Tahun 2016. Pendirian BPODT bertujuan untuk 

melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagai 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, BPODT memiliki tugas: 
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a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, 

pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan 

Pariwisata Danau Toba 

b. melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, 

dan pengendalian di zona otorita Pariwisata Danau Toba. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan 

Pelaksana menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Danau Toba; 

b. penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di 

Kawasan Pariwisata Danau Toba; 

c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, 

pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan 

Pariwisata Danau Toba; 

d. penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, 

dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba; 

e. perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata 

Danau Toba; 

f. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pusat dan 

daerah di Kawasan Pariwisata Danau Toba; 

g. penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam 

pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, 

pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Danau Toba; dan 

h. pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata 

Danau Toba yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah. 
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Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) terdiri atas: 

a. Direktur Utama; 

b. Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik; 

c. Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan; 

d. Direktur Destinasi Pariwisata; 

e. Direktur Pemasaran Pariwisata; dan 

f. Satuan Pemeriksaan Intern. 

Lebih jelasnya terkait struktur organisasi BPODT dapat dilihat pada gambar di 

bawah: 

 
Gambar 3. Struktur organisasi BPODT 
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Data pegawai saat ini dan dasar pengangkatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3. Susunan SDM BPODT 

No. NAMA JABATAN  STATUS 

1 Jimmy Bernando Panjaitan  Direktur Utama  Non PNS 

2 Bambang Cahyo Murdoko  Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik  PNS 

3 Raja Malem Tarigan  Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan 
Kepariwisataan  Non PNS 

4 Wahyu Dito Galih Indharto  Direktur Pemasaran dan Pariwisata  PNS 

5 Fritz R.P Nababan  Direktur Destinasi Pariwisata  Non PNS 

6 Nelson LumbanToruan  Kepala Divisi Pemasaran Mancanegara  PNS 

7 Siswanto M.T Sinambela  Kepala Divisi Pemasaran Nusantara  PNS 

8 Barry D Tampubolon  Kepala Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur  Non PNS 

9 Ryan Pallacio  Kepala Divisi Investasi Pariwisata  Non PNS 

10 Muhammad Khadry  Kepala Divisi Keuangan  PNS 

11 Anderson Situmeang  Kepala Divisi Komunikasi Publik  PNS 

12 Detty Hertati Silaban  Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata  Non PNS 

13 Mosanda Tampubolon  Kepala Divisi Umum  PNS 

14 Arditama  Nusantara Putra  Kepala Satuan Pemeriksa Intern  PNS 

15 Malida Girsang Pegawai Pelaksana Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur Non PNS 

16 Lia Sabrina Pegawai Pelaksana Divisi Amenitas dan Daya Tarik Pariwisata  Non PNS 

17 Christomi Situmorang Pegawai Pelaksana Divisi Amenitas dan Daya Tarik Pariwisata  Non PNS 

18 Rini T Hutahaean Pegawai Pelaksana Divisi Keuangan Non PNS 

19 Aisyah Mayasanti Pegawai Pelaksana Divisi Keuangan Non PNS 

20 Chintia Megawati Situmorang Pegawai Pelaksana Divisi Keuangan Non PNS 

21 Debby Desy A Sitompul Pegawai Pelaksana Divisi Keuangan Non PNS 

22 Dewi Isnaini Pegawai Pelaksana Divisi Keuangan Non PNS 

23 Ronald Marpaung Pegawai Pelaksana Divisi Keuangan PNS 

24 Niki El Imran Pegawai Pelaksana Divisi Komunikasi Publik Non PNS 

25 Indi Andira Butar Butar Pegawai Pelaksana Divisi Komunikasi Publik Non PNS 

26 Rio Alfando Sinaga Pegawai Pelaksana Divisi Komunikasi Publik Non PNS 

27 Rio Kristo Lubis Pegawai Pelaksana Divisi Pemasaran Pariwisata Mancanegara Non PNS 

28 Parulian Aritonang Pegawai Pelaksana Divisi Pemasaran Pariwisata Nusantara PNS 

29 Sapto Pamungkas Ariwibowo Pegawai Pelaksana Divisi Pemasaran Pariwisata Nusantara Non PNS 

30 Marlyn Theresya Tobing Pegawai Pelaksana Divisi Pemasaran Pariwisata Nusantara Non PNS 

31 Sonia Akhtaria Pegawai Pelaksana Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata Non PNS 

32 Giovanni O. Siboro Pegawai Pelaksana Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata Non PNS 

33 Frengki Simbolon Pegawai Pelaksana Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata Non PNS 
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No. NAMA JABATAN  STATUS 

34 Erwin Syah Siregar Pegawai Pelaksana Divisi Umum PNS 

35 Nizam Ulfa Pegawai Pelaksana Divisi Umum Non PNS 

36 Putri Nur Hasanah Pegawai Pelaksana Divisi Umum Non PNS 

37 Wahyu Syahputra Pegawai Pelaksana Divisi Umum Non PNS 

38 Herman Setiawan Zalukhu Pegawai Pelaksana Divisi Umum Non PNS 

39 Alva Nurcahyo Putra Pegawai Pelaksana SPI Non PNS 

40 Dedi Prayetno Pengemudi Non PNS 

41 Jhon Marpaung Pengemudi Non PNS 

42 Miswarudin Lubis Pengemudi Non PNS 

43 Viktor Sitinjak Pengemudi Non PNS 

44 Kome Daely Pengemudi Non PNS 

45 Juniater Sipangkar Pengemudi Non PNS 

46 Don Ferry Butar Butar Pengemudi Non PNS 

47 Sofya Adianti Petugas Kebersihan Non PNS 

48 Ionsan Manurung Petugas Kebersihan Non PNS 

49 Winda Butar-butar Petugas Kebersihan Non PNS 

50 Risbon Ambarita Petugas Kebersihan Non PNS 

51 Yuli Manurung Petugas Kebersihan Non PNS 

52 Ibrohim Siregar Petugas Kebersihan Non PNS 

53 Mariana Petugas Kebersihan Non PNS 

54 Mahadi  Petugas Kebersihan Non PNS 

55 Robin Sirait Petugas Kebersihan Non PNS 

56 Hendrikson Tarigan Satuan Pengamanan Non PNS 

57 Erdianta Ginting Satuan Pengamanan Non PNS 

58 Ias Bagas Saputra Satuan Pengamanan Non PNS 

59 Joseph Imanuel Satuan Pengamanan Non PNS 

60 Achmad Eza Hasibuan Satuan Pengamanan Non PNS 

61 Hans Manurung Staf Pelaksana (Pramubakti) Aksesibilitas dan Infrastruktur Non PNS 

62 Rani Sipayung Staf Pelaksana (Pramubakti) Aksesibilitas dan Infrastruktur Non PNS 

63 M Rifqie Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Amenitas dan Daya Tarik 
Wisata Non PNS 

64 Mangatur Simanjuntak  Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Komunikasi Publik Non PNS 

65 Manogu Manurung Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Komunikasi Publik Non PNS 

66 Santo Sirait Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Komunikasi Publik Non PNS 

67 Ade Alvianita Damanik 
Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Pemasaran Pariwisata 
Mancanegara Non PNS 

68 Frederik J Simbolon Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Pemasaran Pariwisata 
Nusantara Non PNS 
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No. NAMA JABATAN  STATUS 

69 Manna Verasanti Ujung Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Pemasaran Pariwisata 
Nusantara 

Non PNS 

70 Lundu Manik Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Pengembangan Bisnis 
Pariwisata Non PNS 

71 Nova Malau Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Pengembangan Bisnis 
Pariwisata 

Non PNS 

72 Isa Kristina Situmorang Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Pengembangan Bisnis 
Pariwisata Non PNS 

73 Elvrida Simarmata Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Pengembangan Bisnis 
Pariwisata 

Non PNS 

74 Ricardo Prawira Hutagalung Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Pengembangan Investasi 
Pariwisata Non PNS 

75 Khairinita Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Umum Non PNS 

76 Hervan Sitinjak Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Umum Non PNS 

77 Cindy E Devona Situmorang Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Umum Non PNS 

78 Esti Juvi Situmorang Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Umum Non PNS 

79 Gudmen Manurung Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Umum Non PNS 

80 Diana Trisisca Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Umum Non PNS 

81 Lisbet Sirait Staf Pelaksana (Pramubakti) Divisi Umum Non PNS 

82 Irwan Ependi Teknisi Listrik Non PNS 

83 Henry Sihombing Teknisi Listrik Non PNS 

84 Santi Naomi Tenaga Pendukung Teknis Bidang Aksesibiltas dan Infrastruktur Non PNS 

85 Maranatha Siburian 
Tenaga Pendukung Teknis Bidang Arsitektur Pada Kegiatan 
Aksesibilitas dan Infrastruktur Non PNS 

86 Baguslan Harahap Tenaga Pendukung Teknis Bidang Atraksi dan Amenitas Non PNS 

87 Angel Siburian Tenaga Pendukung Teknis Bidang Bisnis Adiministasi Non PNS 

88 Darwin Siagian Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hubungan Kepemerintahan Non PNS 

89 Jonang MP Sitorus Tenaga Pendukung Teknis Bidang Hubungan Masyarakat dan 
Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan di LZO 

Non PNS 

90 Edward Sinuhaji 
Tenaga Pendukung Teknis Bidang Kajian Ekonomi dan 
Pendampingan Hukum Non PNS 

91 Kleofine Widya Tenaga Pendukung Teknis Bidang Kajian Pengelolaan Investasi  Non PNS 

92 Stanno Yudha Putra 
Tenaga Pendukung Teknis Bidang Kegiatan Koordinasi 
Infrastruktur dan Transportasi  Non PNS 

93 Filino Andreas Aritonang Tenaga Pendukung Teknis Bidang Kegiatan Pemasaran 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Event Non PNS 

94 Dedy S. Siregar 
Tenaga Pendukung Teknis Bidang Kegiatan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Pariwisata Non PNS 

95 Gito M Pardede Tenaga Pendukung Teknis Bidang Komunikasi Non PNS 

96 Budiman Purba Tenaga Pendukung Teknis Bidang Manajemen Organisasi Non PNS 

97 Naomi Dinar Lingga 
Tenaga Pendukung Teknis Bidang Pengelolaan Investasi 
Pariwisata Non PNS 

98 Leonardo Siahaan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Site Manager Non PNS 

99 Mastrina Sirait Tenaga Pendukung Teknis Bidang Staf Teknik Junior Non PNS 

100 Samuel V.L Lumbangaol Tenaga Pendukung Teknis Bidang Teknik Geodesi/Pemetaan Non PNS 
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Saat ini total jumlah SDM BPODT adalah sebanyak 100 orang dengan rincian 14 orang 

pimpinan, 25 pegawai pelaksana, 17 orang tenaga pendukung teknis, 7 orang 

pengemudi, 21 orang staf pelaksana, 9 orang petugas kebersihan, 2 orang teknisi 

listrik, dan 5 orang petugas keamanan. Adapun komposisi karyawan berdasarkan 

status kepegawaian, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 4. komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian 

Gambar di atas menunjukkan bahwa mayoritas SDM BPODT berstatus Non PNS, yaitu 

sebesar 89%. Sedangkan SDM BPODT yang berstatus PNS adalah sebesar 11% dati 

total 100 orang. 

2.4 Tata kelola BPODT 

2.4.1 Value Chain BPODT  

Analisis internal di dalam organisasi BPODT dimulai dari proses kerja 

organisasi, proses evaluasi dan monitoring, kesiapan sumber daya manusia 

dan sistem pendukungnya serta standar pelayanan yang akan diberikan 

setelah program dan misi BPODT dapat berjalan. Proses kerja di dalam 

organisasi BPODT, terdiri atas kegiatan utama dan kegiatan pendukung. 

89%

11%

Status Kepegawaian SDM BPODT

Non PNS PNS
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Dengan menggunakan konsep value chain dari Michael E.Porter (Havard 

Business School, 2011), dalam kegiatan BPODT terdapat 2 (dua) kegiatan 

pokok, yaitu: (1) Aktivitas Utama; dan (2) Aktivitas Pendukung, seperti yang 

terlihat pada Gambar berikut. 

 
Gambar 5. Value Chain BPODT 

 Aktivitas Utama (primary activities) BPODT antara lain meliputi kegiatan: 

a. Perencanaan Bisnis: kegiatan identifikasi, koordinasi dan sinkronisasi 

rencana induk pembangunan dan pengembangan kawasan; Seleksi 

dan Pemasukan data rencana dan realisasi kegiatan 

b. Penyiapan Pemasaran Bisnis: kegiatan Riset kebutuhan, Penjajakan 

minat pasar; pembuatan marketing kits dan promosi investasi kawasan 

zona otorita; Koordinasi Penjajakan minat kerja sama pengelola 

(investor) kawasan 

c. Proses Pengadaan: kegiatan Penyiapan dokumen tender, 

pengumuman tender, proses pelaksanaan pengadaan; Proses 

negosiasi, Pengumuman hasil/pemenang tender, Pelaksanaan 

transaksi; Penyiapan dokumen kerja sama 
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d. Operasi dan Pemeliharaan: kegiatan Proses pembangunan, proses 

operasional/pelayanan, proses pemeliharaan/perbaikan sarana 

kawasan pariwisata; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama 

e. Pelayanan Pasca Pemasaran: kegiatan Memberi dukungan terhadap 

pelaksanaan kegiatan; Penanganan Keluhan Pelanggan, Komunikasi 

Publik. 

Aktivitas Pendukung (support activities) BPODT antara lain meliputi kegiatan: 

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan BPODT: Pendanaan, 

Perencanaan, Penyusunan detail desain, Hubungan dengan Investor; 

b. Pengelolaan SDM: Penyiapan Kamus Kompetensi dan pelaksanaan 

Asesmen, sistem Remunerasi, sistem Jenjang Karier, sistem Penilaian 

Kinerja serta Pelatihan dan Pengembangan SDM; 

c. Pengembangan Informasi dan Teknologi: Desain Produk/ Jasa, Desain 

Kerja sama, Riset Industri Wisata, Metoda Pemasaran dll; 

d. Penyiapan Procurement BPODT: Penyusunan Model procurement, 

iklan/E- procurement, Proses procurement, dan desain produk/bentuk 

kerja sama dll. 

2.4.2 Business Model BPODT 

Untuk mengelola pendapatan secara profesional, BPODT menyusun model 

bisnis yang menjadi acuan dalam memberikan layanan barang/jasa kepada 

masyarakat disamping memperoleh imbalan (pendapatan) dari layanan 

barang/jasa yang diberikan tersebut. Walaupun BPODT mendapatkan imbalan 

(pendapatan) dari layanan/jasa yang diberikan, namun sebagai BLU tujuan 

utama dari BPODT bukanlah untuk menghasilkan profit semata (profit 

oriented) melainkan lebih mengutamakan pemberian layanan kepada 

masyarakat. Model bisnis BPODT yang disusun menggunakan alat bantu (tool) 
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yang biasa dikenal dengan nama Business Model Canvas (BMC). Business 

Model Canvas (BMC) merupakan alat bantu (tool) dalam manajemen strategis 

untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan 

perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Terdapat 9 (sembilan) 

elemen dalam BMC yang harus diidentifikasi dan disepakati oleh semua pihak 

manajemen di lingkungan BPODT. 9 (sembilan) elemen tersebut adalah: 

customer segment, value proposition, customer relation, channels, revenue 

stream, key partners, key activities, key resources, dan cost structure. Lebih 

detail terkait BMC BPODT dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 6. Bussiness Model Canvas BPODT 2021-2025 
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1. Customer Segment: adalah target pelanggan/pengguna jasa yang akan 

dijadikan sasaran atau mitra kerja sama dengan Organisasi BPODT; 

Seperti: (a) Wisatawan Mancanegara (Prioritas: Malaysia, Singapura dan 

Thailand yang memiliki direct flight ke Kualanamu), (b) Wisatawan 

Nusantara, (c) Wisatawan Lokal (Sumatera Utara), (d) Penyewa lahan di 

Kawasan otoritatif (Investor Amenitas dan Investor Infrastruktur Dasar) 

2. Value Proposition: menggambarkan nilai-nilai apa saja yang akan 

disampaikan atau nilai-nilai yang akan dijadikan obyek kerja sama, 

khususnya bagi BPODT dan stakeholders lainnya. Seperti: (a) Kearifan 

lokal, (b) Kekayaan kuliner lokal, (c) Kawasan pariwisata bintang 5 

berstandar internasional, (d) Unesco Global Geopark Network, (e) Sistem 

perizinan satu atap dalam kawasan otorita Danau Toba (One Window 

Investment Tourism Policy), (f) Paket wisata menarik (sinergi wisata, 

warga, dan alam). 

3. Customer Relation: menggambarkan bagaimana upaya yang akan 

dilakukan oleh BPODT untuk mendapatkan nilai tambah melalui kerja 

sama dengan target meningkatkan nilai lebih bagi pelanggan BPODT. 

Antara lain seperti : (a) Promosi kawasan pariwisata (direct/indirect), (b) 

Kunjungan perusahaan, (c) Tourist and traveling gathering, (e) Promosi 

pariwisata internasional dan daerah.  

4. Channels: menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPODT 

untuk mensosialisasikan/mempromosikan semua produk dan jasa 

layanan yang akan dihasilkan kepada pelanggan/pengguna jasa. Channels 

BPODT terdiri atas 2, yaitu: above the line dan below the line. Above the 

line antara lain: (a) Sosial media (Tik-Tok, Instagram, Facebook, Youtube, 

Twitter), dan (b) website resmi BPODT. Sedangkan channel below the line 
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BPODT antara lain: (a) event Parekraf, (b) word of mouth, (c) ITX digital 

marketing exchange. 

5. Revenue stream: menggambarkan sumber penerimaan (pendapatan), 

yang akan diperoleh dari kegiatan bisnis dari pelanggan/pengguna jasa 

BPODT, baik langsung maupun tidak langsung. Antara lain, misalnya: (a) 

jasa sewa lahan di wilayah otoritatif Danau Toba (Sibisa), (b) jasa Kerja 

Sama Operasi (KSO) di wilayah otoritatif Danau Toba (KSO jasa parkir, 

hotel, restoran, dll), (c) jasa manajemen utilitas di wilayah otoritatif 

BPODT (fee utilitas serta fee operasi dan pemeliharaan), dan the Kaldera 

Toba Nomadic Escape dan atraksi lain yang dikelola BPODT. 

6. Key Partners: menggambarkan siapa saja mitra bisnis/kerja sama BPODT, 

baik yang merupakan stakeholders dari Kementerian Pariwisata (13 

Kementerian dan Lembaga), mitra bisnis kerja sama usaha atau investor, 

maupun mitra bisnis pendukung kegiatan BPODT. Seperti:  

(a) K/L Pusat, (B) pemprov dan Pemda Sumut (8 Kab), (c) investor 

(amenitas dan infrastruktur dasar) 

7. Key Activities: merupakan kegiatan utama (core) dan pendukung 

(supporting) untuk melaksanakan kegiatan bisnis BPODT. Kegiatan ini 

dapat berupa kegiatan untuk mendapatkan kontrak kerja sama atau 

kegiatan pendukung untuk mendapatkan investor di wilayah yang 

dikerjasamakan. Antara lain: Core (sequence): (a) market intelligence, (b) 

pengembangan produk dan pemasaran, (c) product delivery, (d) after 

sales services. Sedangkan kegiatan pendukung (supporting) BPODT adalah 

sebagai berikut: (a) perencanaan dan anggaran, (b) keuangan, umum dan 

komunikasi publik, (c) pengembangan bisnis, (d) investasi, (e) SDM, dan (f) 

teknologi. 
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8. Key Resources: yang meliputi seluruh sumber daya yang digunakan oleh 

BPODT, baik yang sifatnya sumber daya alam/wilayah, utilitas, maupun 

sarana pendukung organisasi seperti kantor, kendaraan dinas, IT dan 

peralatan kantor. Antara lain adalah:  

(a) destinasi (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas) kawasan pariwisata 

Danau Toba, (b) masyarakat sekitar Danau Toba, (c) brand Danau Toba,  

(d) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (e) anggaran (APBN dan non 

APBN) 

9. Cost Structure: merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian atau 

kegiatan utama maupun pendukung yang berakhir dengan timbulnya 

biaya operasional dan pendukung. Antara lain: (a) belanja barang (APBN), 

(b) belanja pegawai (APBN), (c) belanja modal (APBN), (d) anggaran non 

APBN 

2.4.3 Pengelolaan Risiko 

Pengelolaan Risiko adalah proses yang terus-menerus/berkelanjutan untuk 

mengidentifikasi dan menilai risiko, serta upaya mengurangi ancaman 

potensial yang dihadapi organisasi akibat sebuah kejadian risiko. Pengelolaan 

risiko, disamping berupaya menghindari kemungkinan rugi, juga 

mengidentifikasikan peluang memperoleh hasil positif. Proses pengelolaan 

risiko meliputi penentuan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, 

pengawasan, dan komunikasi kejadian-kejadian risiko yang memungkinkan 

organisasi meminimalkan kerugian atau memaksimalkan keuntungan. Proses 

pengelolaan risiko sebaiknya merupakan bagian dari setiap fungsi manajemen 

dan operasi setiap unit dalam organisasi (lihat Gambar 6). Ini berarti setiap 

departemen/bagian akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam pengelolaan risiko. Efektivitas pengelolaan risiko, dengan demikian 
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bergantung pada efisiensi setiap departemen/bagian dalam melaksanakan 

bagian atau perannya. 

 
Gambar 7. Proses Pengelolaan Risiko BPODT 

Selanjutnya Informasi yang dibutuhkan untuk menyusun kajian terhadap 

pengelolaan Risiko BPODT terkait Rencana Strategis Bisnis (RSB) data diambil 

dari dua sumber, yaitu (1) Sekunder: yaitu dari literatur kajian terdahulu dan 

teoritis, dan (2) Primer: dari diskusi terbatas dengan pemangku kepentingan. 

Kondisi awal (baseline) diperlukan sebagai titik acuan dasar bagi penilaian 

besarnya target yang akan dicapai oleh RSB yang dikembangkan. Besarnya 

capaian, dibandingkan baseline, menunjukkan besarnya upaya yang harus 

dicurahkan dan harus diamankan. Hal ini dapat menjadi petunjuk untuk 

mengidentifikasi kejadian risiko utama. Memperhatikan kondisi baseline, 

rencana pengembangan, dan komponen-komponen dalam model bisnis 

BPODT yang ada, dapat diidentifikasikan risiko yang mungkin dihadapi oleh 
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organisasi di dalam melaksanakan rencana-rencana (misi) tersebut. Secara 

umum, risiko yang teridentifikasi adalah tampak dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4. Risiko Utama BPODT 

Kategori Risiko 
Risiko ekonomi  Jumlah klien/ kekurangan klien 
Risiko industrial Ancaman terhadap pangsa pasar 
Risiko 
manajemen dan 
operasional 

Perubahan teknologi 

Risiko reputasi 
Risiko dari persepsi Merek/Citra yang buruk 
Biaya dan waktu penyelesaian proyek mundur dari 
target yang ditetapkan 

Risiko personil 
Tidak tersedianya SDM dengan kompetensi yang 
dibutuhkan 

Risiko politik 
Ancaman terhadap property, keselamatan dan 
keamanan 

Risiko kredit 
Piutang gagal dibayar oleh Klien 
Laporan Keuangan tidak tepat/ salah 
Penipuan 

Risiko likuiditas 
Risiko kas 
Risiko suku bunga dari re-investment (jika ada) 

Risiko polusi dan 
lingkungan 

Kepatuhan pada panduan K3,standar emisi dan norma 
pelestarian lingkungan 

Risiko sistem 
Risiko kapasitas sistem (Risiko reliabilitas sistem, Risiko 
kadaluwarsa teknologi, Risiko integritas data, Risiko 
koordinasi dan antar muka) 

Risiko hukum 
Risiko kontrak 
Risiko pajak 

Dalam organisasi BPODT, pengelolaan risiko sesungguhnya dilaksanakan oleh 

semua orang dan semua level jabatan yang terlibat dalam organisasi. Kendati 

demikian, secara umum pengelolaan risiko di lingkungan BPODT dilaksanakan 

pada 4 (empat) pelaku yaitu: 
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a) The Risk Management Committee; 
b) Program Director; 
c) Risk Manager;dan 
d) The Risk Owners. 

Komite Manajemen Risiko dipilih dari level direktur di BPODT. Fungsi Komite 

adalah untuk menyediakan panduan umum aktivitas pengelolaan risiko dan 

secara berkala melakukan tinjauan terhadap risiko yang potensial dapat 

memberikan impak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik bertanggungjawab secara 

keseluruhan terhadap pengelolaan risiko di BPODT. Berikutnya Kepala Divisi 

Umum akan bertanggungjawab terhadap terlaksananya pengelolaan risiko, 

sebagaimana tercantum dalam Rencana pengelolaan risiko secara efektif. 

Sedangkan Pemilik Risiko bertanggung jawab untuk memformulasikan dan 

mengimplementasikan strategi penangkalan risiko yang telah ditetapkan. 

 
Gambar 8. Struktur Organisasi Manajemen Risiko BPODT 

Rencana Pengelolaan Risiko 

Risiko adalah kejadian (event) atau kondisi, yang jika terjadi, dapat 

memberikan pengaruh positif atau negatif kepada proyek. Pengelolaan risiko 
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adalah proses dari identifikasi, penilaian, merespons, mengawasi, dan 

melaporkan risiko. Rencana Pengelolaan Risiko ini mendefinisikan bagaimana 

risiko yang dihadapi oleh BPODT akan diidentifikasikan, dianalisis, dan 

dikelola. Ia menggambarkan bagaimana aktivitas pengelolaan risiko akan 

dilaksanakan, dicatat, dan dimonitor sepanjang aktivitas BPOPDT dan 

menyediakan template serta praktik bagi perekaman dan penetapan prioritas 

risiko. Rencana Pengelolaan Risiko dibentuk oleh Direktur Utama BPODT pada 

tahap perencanaan. Prosedur pengelolaan risiko dilaksanakan dalam tahapan: 

 
Gambar 9. Prosedur Pengelolaan Risiko 

1. Identifikasi risiko 

Setiap risiko yang teridentifikasi akan dimitigasi. Tim akan 

mengidentifikasi cara untuk menangkal kemunculan risiko atau 

mengurangi tingkat impak atau probabilitas kemunculannya. Hal ini 

termasuk prototyping, menambahkan tugas ke dalam jadwal 

pekerjaan, menambah sumber daya, dan sebagainya. Untuk setiap 

risiko utama yang akan dimitigasi atau diterima, serangkaian tindakan 

akan dituliskan untuk digunakan jika risiko benar-benar 

terjadi/termaterialisasi agar impak dapat diminimalkan. 

2. Analisis Risiko 

Seluruh kejadian teridentifikasi akan dinilai untuk dinilai rentang 

probabilitas dan impak yang mungkin. Pengelompokan akan 

digunakan untuk menentukan kejadian prioritas yang perlu segera 
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ditanggapi dan kejadian yang dapat diabaikan. Pendekatan penilaian 

dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. 

a) Penilaian Risiko Kualitatif 

Dalam penilaian kualitatif, penilaian Probabilitas dan impak 

dari kejadian risiko akan dinilai menggunakan pendekatan 

berikut: 

Probability: 

1) Rendah (low) : kemungkinan terjadinya kurang dari 
30% 

2) Sedang (medium): Kemungkinan terjadi antara 30% 
hingga 70% 

3) Tinggi  (high): kemungkinan terjadi di atas 70% 

Impact: 

1) Rendah (low): impak risiko terhadap biaya, jadwal, atau 
kinerja relatif kecil 

2) Sedang (medium): Risiko yang memiliki potensi untuk 
sedikit mempengaruhi biaya proyek, jadwal proyek atau 
kinerja 

3) Tinggi  (high): Risiko memiliki potensi untuk sangat 
mempengaruhi biaya proyek, jadwal proyek atau kinerja 

Hasil penilaian probability dan impak kemudian dipetakan ke 

dalam matriks risiko berikut ini. Risiko yang jatuh ke dalam 

daerah Kuning dan Merah perlu disusunkan rencana 

mitigasinya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar matriks 

risiko di bawah ini. 
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Gambar 10. Matriks Risiko 

b) Penilaian Risiko Kuantitatif 

Analisis kejadian risiko yang telah diprioritaskan menggunakan 

proses analisis risiko kualitatif dan pengaruhnya terhadap 

proyek, kemudian diestimasi dampaknya menggunakan 

penilaian kuantitatif. Hasilnya kemudian didokumentasikan ke 

dalam rencana pengelolaan. 

3. Rencana Tanggapan Risiko  

Kejadian Risiko yang jatuh pada daerah kuning dan merah harus 

memiliki rencana pengendalian. Setiap risk yang jatuh di daerah kuning 

dan merah akan diawasi lebih lanjut. Tanggapan yang mungkin adalah: 

a) Avoid, menghindari dengan menghilangkan risiko yang ada 

b) Mitigate, mengidentifikasikan cara untuk mengurangi 

probability atau impak dari risiko  

c) Accept, tidak melakukan apa pun dan menerima dampak dari 

risiko yang ada 

d) Transfer, membuat pihak lain menanggung risiko (asuransi, 

outsourcing) 
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4. Monitoring Risiko, Pengawasan, dan Pelaporan 

Tingkat risiko yang dihadapi BPODT akan diikuti (tracked), diawasi 

(monitored), dan dilaporkan (reported) sepanjang pelaksanaan 

kegiatan organisasi. Daftar 10 risiko tertinggi akan dikelola oleh tim, 

akan dilaporkan sebagai bagian dari laporan tim. Setiap perubahan 

dalam rencana akan dianalisis untuk melihat kemungkinan pengaruh 

kepada profil risiko yang dihadapi organisasi. Kemungkinan perubahan 

status risiko yang penting harus dikomunikasikan kepada manajer dan 

komite. 

2.4.4 Standar Pelayanan Minimum (SPM) BPODT 

Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan spesifikasi teknis tentang 

tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat. 

Sebagai Badan yang menerapkan PPK-BLU, BPODT berkewajiban untuk 

menyusun SPM. Ketersediaan SPM merupakan salah satu syarat administratif 

bagi instansi pemerintah yang ingin menerapkan PPK-BLU. Penyusunan SPM 

BPODT bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang 

seharusnya dipenuhi oleh BPODT dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan, maka penyusunan standar layanan BPODT dilakukan dengan 

memen�µ�Z�]�� �l���]�����Z�� �^�^�D���Z�d�_�� �~Specific, Measurable, Attainable, Reliable, and 

Timely), yaitu: (a) fokus pada jenis layanan, (b) dapat diukur, (c) dapat dicapai, 

(d) relevan dan dapat diandalkan, dan (e) tepat waktu. 

Berikut adalah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Badan Pelaksana Otoritas 

Danau Toba (BPODT):
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Tabel 5. Standar Pelayanan Minimum BPODT 

NO. 
LAYANAN 

DASAR 
INDIKATOR STANDAR MINIMAL 

TARGET 
PENCAPAIAN 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KETERANGAN 

1 Koordinasi, 
sinkronisasi dan 
fasilitasi dalam 
perencanaan, 
pengembangan, 
pembangunan, 
dan 
pengendalian 
Kawasan 
Koordinatif 

Ketersediaan Rencana 
Induk di Kawasan 
Koordinatif 

Tersedia dan dilakukan 
pemutakhiran setiap 5 tahun 
sekali 

2021-2024 
Direktorat Destinasi 

Pariwisata 

Rencana Induk Kawasan Koordinatif disusun 
untuk jangka waktu 25 tahun dan 
dimutakhirkan setiap 5 tahun sekali 

Pengawasan 
implementasi Rencana 
Induk 

Tersedianya laporan 
implementasi rencana induk 
setiap 6 (enam) bulan sekali 

2021-2024 Semua Direktorat 

Setiap Direktorat bertanggung jawab dalam 
mengawasi implementasi Rencana Induk 
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing 

Terlaksananya kegiatan 
koordinasi, sinkronisasi, 
dan fasilitasi 
perencanaan, 
pengembangan, 
pembangunan, dan 
pengendalian Kawasan 
Koordinatif 

Terlaksananya rapat antar 
stakeholder Kawasan 
Koordinatif Danau Toba 
minimal 2 (dua) kali dalam 1 
(satu) tahun 

2021-2024 

Direktorat Industri 
Pariwisata dan 
Kelembagaan 

Kepariwisataan 

Direktorat Industri Pariwisata dan 
Kelembagaan Kepariwisataan: koordinasi, 
sinkronisasi, dan fasilitasi dalam bidang 
industri pariwisata dan kelembagaan 
kepariwisataan, termasuk di dalamnya 
investasi. 

Terlaksananya kegiatan 
koordinasi, sinkronisasi, 
dan fasilitasi 
perencanaan, 
pengembangan, 
pembangunan, dan 
pengendalian Kawasan 
Koordinatif 

Terlaksananya rapat antar 
stakeholder Kawasan 
Koordinatif Danau Toba 
minimal 2 (dua) kali dalam 1 
(satu) tahun 

2021-2024 
Direktorat Destinasi 

Pariwisata 

Direktorat Destinasi Pariwisata: koordinasi, 
sinkronisasi, dan fasilitasi dalam bidang yang 
berhubungan dengan destinasi pariwisata 
mencakup atraksi, akses, dan amenitas. 

Pemantauan konservasi 
alam Kawasan Danau 
Toba 

Tersedianya komitmen 
pemangku kepentingan untuk 
pelestarian lingkungan 

2021-2024 
Direktorat Destinasi 

Pariwisata 

Komitmen pemangku kepentingan atas 
kelestarian lingkungan dalam bentuk Surat 
Kesepakatan Bersama tentang Pelestarian 
Lingkungan. 

Tersedianya laporan 
pemantauan lingkungan 
minimal setiap 6 (enam) bulan 
sekali 

Tim pemantauan lingkungan 
Kawasan Danau Toba akan 
dibentuk dan akan memantau 
aspek lingkungan, tata ruang, dan mitigasi 
bencana 
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NO. 
LAYANAN 

DASAR 
INDIKATOR STANDAR MINIMAL 

TARGET 
PENCAPAIAN 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KETERANGAN 

2 Perencanaan, 
pengembangan, 
pembangunan, 
pengelolaan, 
dan 
pengendalian di 
Zona Otoritatif 

Implementasi rencana 
induk 

Terimplementasi sesuai target 
waktu pada rencana induk 

2021-2024 
Direktorat Destinasi 

Pariwisata 
Sesuai dengan target waktu pada rencana 
induk 

Jaminan keamanan 
Tersedianya keamanan 24 
jam; tersedia crisis center 

2021-2024 
Direktorat Keuangan, 

Umum, dan 
Komunikasi Publik 

Koordinasi dan kerja sama dengan pihak 
ketiga 

Jaminan keselamatan 
Dilakukannya sosialisasi K3 
untuk mencapai kondisi zero 
accident 

2021-2024 
Direktorat Keuangan, 

Umum, dan 
Komunikasi Publik 

Sesuai dengan target pencapaian ISO 45001 
pada tahun berjalan 

Ketersediaan 
infrastruktur dan utilitas 
dasar: 

    

a. Jalan 
Terbangun sesuai target 
rencana induk dengan kondisi 
jalan mantap 

2021-2024 
Direktorat Destinasi 

Pariwisata 
Koordinasi dengan K/L/D, BUMN/D, dan/atau 
badan usaha swasta di bidang jalan 

b. Air bersih 
Terbangun sesuai target 
rencana induk dengan 
ketersediaan layanan 24/7 

2021-2024 
Direktorat Destinasi 

Pariwisata 

Koordinasi dengan K/L/D, BUMD, masyarakat 
dan/atau badan usaha swasta di bidang air 
bersih 

c. Listrik 
Terbangun sesuai target 
rencana induk dengan 
ketersediaan layanan 24/7 

2021-2024 
Direktorat Destinasi 

Pariwisata 
Koordinasi dengan BUMN dan/atau badan 
usaha swasta di bidang penyediaan listrik 

d. Informasi, 
Komunikasi dan 
Telekomunikasi 

Terbangun sesuai target 
rencana induk dengan 
ketersediaan layanan 24/7 

2021-2024 
Direktorat Destinasi 

Pariwisata 
Koordinasi dengan BUMN dan/atau badan 
usaha swasta di bidang telekomunikasi 

e. Drainase 
Tersedia sesuai target rencana 
induk dengan kondisi saluran 
lancar 

2021-2024 
Direktorat Destinasi 

Pariwisata 
Koordinasi dengan K/L/D dan/atau pihak 
ketiga lainnya 

f. Air limbah 
Terbangun sesuai target 
rencana induk dengan 
ketersediaan layanan 24/7 

2021-2024 
Direktorat Destinasi 

Pariwisata 
Koordinasi dengan K/L/D dan/atau pihak 
ketiga lainnya 

g. Persampahan 

Tersedia sesuai target rencana 
induk dengan ketersediaan 
layanan pengangkutan dan 
pengolahan sampah secara 
reguler 

2021-2024 
Direktorat Destinasi 

Pariwisata 
Koordinasi dengan K/L/D, BUMN/D, dan/atau 
badan usaha swasta di bidang persampahan 
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NO. 
LAYANAN 

DASAR 
INDIKATOR STANDAR MINIMAL 

TARGET 
PENCAPAIAN 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KETERANGAN 

2 Perencanaan, 
pengembangan, 
pembangunan, 
pengelolaan, 
dan 
pengendalian di 
Zona Otoritatif 

h. Transportasi umum 
dalam Zona 
Otoritatif 

Terbangun sesuai target 
rencana induk dengan 
ketersediaan layanan 24/7 

2021-2024 
Direktorat Destinasi 

Pariwisata 

Koordinasi dengan K/L/D, BUMN/D, dan/atau 
badan usaha swasta di bidang penyediaan 
transportasi umum 

i. Ketersediaan ruang 
terbuka hijau 

Minimal 20% dari total 
wilayah yang dikelola 

2021-2024 
Direktorat Destinasi 

Pariwisata 
- 

j. Pengembangan desa 
penyangga 

Pemberdayaan dan 
pengembangan masyarakat 
Desa Sigapiton, Desa Motung, 
dan Desa Pardamean Sibisa 

2021-2024 

Direktorat Industri 
Pariwisata dan  
Kelembagaan 

Kepariwisataan 

Koordinasi dengan Pemda Toba Samosir serta 
masyarakat 

3 Kerja sama 
Operasional 
(KSO) dengan 
pihak ketiga 

Penyelenggaraan kerja 
sama dengan pihak 
ketiga 

Terimplementasi minimal 1 
(satu) kerja sama setiap tahun 

2021-2024 

Direktorat Industri 
Pariwisata dan 
Kelembagaan 

Kepariwisataan 

- 

Keterlibatan masyarakat 
setempat 

Mengutamakan keterlibatan 
masyarakat setempat 

2021-2024 

Direktorat Industri 
Pariwisata dan 
Kelembagaan 

Kepariwisataan 

- 

4 Pelayanan 
terpadu satu 
pintu untuk 
perizinan dan 
non-perizinan 

Ketersediaan informasi 
terkait kebutuhan, 
persyaratan, dan 
mekanisme perizinan 
dan non-perizinan yang 
mudah diakses 

Tersedia website; update 
sekurang-kurangnya 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) bulan 

2021-2024 

Direktorat Industri 
Pariwisata dan 
Kelembagaan 

Kepariwisataan 

- 

Ketersediaan SOP 
(Standard Operating 
Procedure) pelayanan 
terpadu satu pintu 

Tersedia dan terimplementasi 2021-2024 

Direktorat Industri 
Pariwisata dan 
Kelembagaan 

Kepariwisataan 

- 

Durasi penerbitan izin 
Paling lama 7 hari kerja 
setelah dokumen lengkap 
diterima 

2021-2024 
Direktorat Keuangan, 

Umum, dan 
Komunikasi Publik 

- 

Ketersediaan kantor 
pelayanan terpadu satu 
pintu yang mudah 
diakses 

Tersedia, mudah diakses dan 
berfungsi baik 

2021-2024 
Direktorat Keuangan, 

Umum, dan 
Komunikasi Publik 

- 

Ketersediaan sistem 
pendaftaran online 

Tersedia, mudah diakses dan 
berfungsi baik 

2021-2024 
Direktorat Industri 

Pariwisata dan 
- 
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NO. 
LAYANAN 

DASAR 
INDIKATOR STANDAR MINIMAL 

TARGET 
PENCAPAIAN 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KETERANGAN 

Kelembagaan 
Kepariwisataan 

5 Pengembangan 
SDM dan 
organisasi 

Peningkatan kapasitas 
soft skill dan hard skill 
untuk masyarakat 
setempat 

Min. 2 (dua) kali dalam 1 
(satu) tahun 

2021-2024 

Direktorat Industri 
Pariwisata dan 
Kelembagaan 

Kepariwisataan 

Contoh progam: pengenalan geosite untuk 
masyarakat setempat; edukasi sadar wisata 
untuk masyarakat setempat, dsb. Contoh 
bentuk kegiatan: seminar, lokakarya, kursus 
singkat, dsb. 

Penyelenggaraan kerja 
sama dengan lembaga 
pendidikan untuk 
mendukung 
pengembangan 
pariwisata kawasan 
Danau Toba 

Min. 2 (dua) kali dalam 1 
(satu) tahun 

2021-2024 

Direktorat Industri 
Pariwisata dan 
Kelembagaan 

Kepariwisataan 

Contoh kerja sama: beasiswa, magang; 
penyerapan lulusan dsb. 

Peningkatan kapasitas 
soft skill dan hard skill 
untuk pengelola 

Min. 2 (dua) kali dalam 1 
(satu) tahun 

2021-2024 
Direktorat Keuangan, 

Umum, dan 
Komunikasi Publik 

Contoh bentuk kegiatan: seminar, lokakarya,  
, studi banding, dsb 

6 Pemasaran dan 
promosi 
pariwisata 

Penyusunan calendar of 
event pariwisata 
tahunan 

Rutin setiap tahun 2021-2024 
Direktorat 
Pemasaran 
Pariwisata 

Koordinasi dengan Kementerian Pariwisata 

Penyelenggaraan 
kegiatan promosi 
pariwisata (branding) 

Dipublikasikan melalui media 
promosi dengan durasi 
akumulatif min. 2 bulan dalam 
1 tahun, dan aktif 
berpartisipasi dalam event 
promosi min. 3 kali dalam 1 
tahun 

2021-2024 
Direktorat 
Pemasaran 
Pariwisata 

Koordinasi dengan Kementerian Pariwisata 
 
Contoh media promosi: media cetak, 
billboard, iklan televisi, iklan radio, dukungan 
kegiatan/ sponsorship, dsb. 

Ketersediaan marketing 
tools dan kits pariwisata 

Tersedia untuk setiap 
kegiatan promosi dan 
pemasaran 

2021-2024 
Direktorat 
Pemasaran 
Pariwisata 

Koordinasi dengan Kementerian Pariwisata 

Fasilitasi kegiatan 
penjualan wisata 
(selling) 

Min.4 (empat) kali dalam 1 
(satu) tahun 

2021-2024 
Direktorat 
Pemasaran 
Pariwisata 

Koordinasi dengan Kementerian Pariwisata 
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BAB III  
EVALUASI KINERJA 

 

 

3.1 Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2022 

Evaluasi terhadap kinerja pada tahun 2020 dilakukan untuk mengidentifikasi 

capaian kinerja BPODT pada tahun sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui kinerja BPODT pada tahun sebelumnya.  

Berdasarkan hasil evaluasi dan laporan kinerja tahun 2022 terhadap realisasi 

target dari indikator kinerja yang ada pada dokumen perjanjian kinerja, 

diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya melebih 

100%, yaitu: Jumlah investasi pariwisata di Danau Toba, Indeks Kepuasan 

Pelanggan terhadap layanan BLU Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, dan 

Indeks kepuasan terhadap layanan keuangan, umum, dan komunikasi publik. 

Adapun capaian dari indikator kinerja lainnya mencapai 100%. Lebih lengkap 

terkait capaian BPODT tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 6. Capaian Kinerja BPODT tahun 2022 

SASARAN PROGRAM 
(OUTCOME)/SASARAN 
KEGIATAN (OUTPUT) 

INDIKATOR SATUAN 
Target Realisasi Capaian 

2022 2022 2022 

1 

Meningkatnya 
kunjungan wisman 
dan wisnus ke Danau 
Toba 

1 
Jumlah Kegiatan Pemasaran 
Danau Toba untuk Segmen 
Wisman 

Kegiatan 3 3 100% 

2 
Jumlah Kegiatan Pemasaran 
Danau Toba untuk Segmen 
Wisnus 

Kegiatan 5 5 100% 

2 
Bertumbuhnya 
investasi dan 

3 
Jumlah investasi pariwisata di 
Danau Toba 

Juta USD 1,2 64,568 5381% 
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SASARAN PROGRAM 
(OUTCOME)/SASARAN 
KEGIATAN (OUTPUT) 

INDIKATOR SATUAN 
Target Realisasi Capaian 

2022 2022 2022 

industri pariwisata di 
Danau Toba 4 

Jumlah usaha pariwisata di 
Danau Toba 

Usaha  8 8 100% 

3 
Tersedianya produk 
pariwisata di Danau 
Toba 

5 
Jumlah pengembangan 
atraksi/daya tarik pariwisata di 
Danau Toba 

Atraksi 4 4 100% 

6 
Jumlah pengembangan 
aksesibilitas dan infrastruktur 
pariwisata di Danau Toba 

Objek  1 1 100% 

7 
Jumlah pengembangan 
amenitas pariwisata di Danau 
Toba 

Amenitas  2 2 100% 

4 

Meningkatnya 
kualitas layanan BLU 
Badan Pelaksana 
Otorita Danau Toba 

8 
Indeks Kepuasan Pelanggan 
terhadap layanan BLU Badan 
Pelaksana Otorita Danau Toba 

Skala 
Likert  
(1 �t 4) 

3,3 3,43 104% 

5 

Terwujudnya 
layanan internal 
berkualitas Badan 
Pelaksana Otorita 
Danau Toba 

9 
Indeks kepuasan terhadap 
layanan keuangan, umum, dan 
komunikasi publik 

Skala 
Likert  
(1 �t 4) 

3,3 3,32 101% 

6 
Meningkatnya 
koordinasi dengan 
pemerintah daerah 

10 
Jumlah forum koordinasi 
dengan Pemda 

Forum  2 2 100% 
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BAB IV 
RENCANA BISNIS LIMA TAHUNAN 

 

 

4.1 Visi BPODT 2021-2025 

Visi merupakan gambaran umum terkait kondisi/keadaan yang ingin dicapai 

oleh BPODT dalam periode perencanaan, yaitu 2021-2025. Di dalam visi 

biasanya terdapat tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh organisasi di 

masa depa. Penyusunan visi BPODT 2021-2025 dilakukan dengan 

mempertimbangkan visi dari Kemenparekraf/Baparekraf periode 2021-2025. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan antara visi BPODT sebagai 

Satker yang ada di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf dengan visi 

Kemenparekraf/Baparekraf. Dengan demikian, tujuan BPODT sejalan dengan 

tujuan Kemenparekraf/Baparekraf dan pencapaian terhadap visi BPODT akan 

berkontribusi terhadap pencapaian visi Kemenparekraf/Baparekraf. Berikut 

adalah visi BPODT untuk periode 2021-2025: 

� M̂ENJADIKAN KAWASAN DANAU TOBA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA 

DUNIA YANG MENGUTAMAKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN 

VISI KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF�_ 

Secara umum, BPODT memiliki visi untuk menjadikan kawasan Danau Toba, 

baik kawasan koordinatif maupun kawasan otoritatif, sebagai destinasi 

pariwisata yang menjadi pilihan wisatawan dunia dengan mengedepankan 

kearifan lokal yaitu sumber daya maupun SDM di sekitar kawasan Danau Toba. 

Visi ini merupakan bagian dari upaya dalam mendukung Visi 

Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024. Visi ini mengandung 3 (tiga) key 

word, yaitu: 
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�x Kawasan Danau Toba: Kawasan danau toba yang dimaksud adalah 

kawasan yang dikelola/dikembangkan oleh BPODT, yaitu terdiri dari 

kawasan koordinatif dan kawasan otoritatif. Kawasan koordinatif 

merupakan kawasan yang dikembangkan/dikelola melalui fungsi 

koordinatif BPODT, dimana dalam pengembangan kawasan tersebut 

BPODT secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga 

terkait baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah 

daerah. Adapun yang dimaksud dengan kawasan otoritatif adalah 

kawasan yang dikelola/dikembangkan oleh BPODT melalui fungsi 

otoritatif . Berdasarkan Perpres no. 49 tahun 2016, BPODT diberikan hak 

pengelolaan terhadap 500 Ha lahan untuk dikembangkan menjadi 

kawasan pariwisata terpadu yang dikelola secara profesional oleh 

BPODT. 

�x Destinasi Pariwisata Dunia:  BPODT selaku Badan yang bertanggung 

jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata 

danau toba berkomitmen untuk menjadikan kawasan pariwisata danau 

toba menjadi destinasi wisata kelas dunia yang tidak hanya dikunjungi 

oleh wisatawan nusantara (wisnus), tetapi juga wisatawan mancanegara 

(wisman). Oleh sebab itu dalam pengembangan kawasan pariwisata 

danau toba, BPODT menerapkan prinsip-prinsip pembangunan 

pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang berpedoman pada 

The World Tourism Organization (UNWTO) dan Global Sustainable 

Tourism Council (GSTC) dan membangun atraksi dan amenitas berkelas 

dunia. 

�x Mengutamakan kearifan lokal: Pengembangan pariwisata danau toba 

menjadi destinasi kelas dunia tidak menghilangkan kearifan lokal, justru 

BPODT berkomitmen untuk mengutamakan kearifan lokal dalam 
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pengembangan tersebut. Dalam pengembangan kawasan pariwisata 

danau toba, BPODT memberdayakan sumber daya manusia di sekitar 

kawasan danau toba, melakukan pengembangan kawasan pariwisata 

danau toba secara berkelanjutan, memajukan dan melestarikan alam 

dan budaya lokal, serta mengangkat alam, budaya, kuliner, serta produk 

kreatif lokal sebagai salah satu daya tarik wisata. Dengan demikian 

keberadaan kawasan pariwisata danau toba memiliki dampak positif 

terhadap kelestarian budaya lokal dan perekonomian masyarakat serta 

kemajuan wilayah sekitarnya. 

4.2 Misi BPODT 2021-2025: 

Misi merupakan rumusan umum terkait upaya-upaya yang harus dilakukan oleh 

BPODT dalam upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan 

visi yang telah ditetapkan tersebut, berikut adalah misi BPODT untuk periode 

2021-2025: 

1. Mengembangkan destinasi pariwisata Kawasan Danau Toba berkualitas 

dan berkesinambungan 

2. Menumbuhkembangkan investasi pariwisata di Kawasan Pariwisata 

Danau Toba yang kondusif 

3. Mengembangkan industri dan kelembagaan di Kawasan Pariwisata 

Danau Toba yang berdaya saing 

4. Melaksanakan pemasaran pariwisata komprehensif berdasarkan 

segmen pasar utama 

5. Meningkatkan good corporate governance Badan Pelaksana Otorita 

Danau Toba 
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4.3 Tujuan BPODT 2021-2025 

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang dilengkapi dengan 

Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja sebagai ukuran kinerjanya. Berikut 

adalah tujuan dan indikator tujuan BPODT tahun 2021-2025: 

Tabel 7. Tujuan Strategis BPODT 2021-2025 

VISI MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN 

Menjadikan Kawasan 
Danau Toba Sebagai 
Destinasi Pariwisata 
Dunia yang 
Mengutamakan 
Kearifan Lokal Dalam 
Mewujudkan Visi 
Kemenparekraf/ 
Baparekraf  

1. Mengembangkan 
destinasi pariwisata 
Kawasan Danau Toba 
berkualitas dan 
berkesinambungan 

1. Meningkatnya 
kualitas destinasi 
wisata di Kawasan 
pariwisata Danau 
Toba 

1. Jumlah atraksi dan 
amenitas wisata di 
Kawasan pariwisata 
Danau Toba yang 
meningkat 
kapasitasnya 

2. Menumbuh- 
kembangkan investasi 
pariwisata di Kawasan 
Pariwisata Danau Toba 
yang kondusif 

2. Bertumbuhnya 
investasi pariwisata 
di kawasan 
pariwisata Danau 
Toba 

2. Jumlah investasi 
pariwisata di kawasan 
pariwisata Danau 
Toba 

3. Mengembangkan 
industri dan 
kelembagaan di 
Kawasan Pariwisata 
Danau Toba yang 
berdaya saing 

3. Bertumbuhnya 
industri dan 
kelembagaan di 
Kawasan Pariwisata 
Danau Toba 

3. Jumlah usaha 
pariwisata di kawasan 
pariwisata Danau 
Toba yang 
terstandardisasi dan 
tersertifikasi 

4. Melaksanakan 
pemasaran pariwisata 
komprehensif 
berdasarkan segmen 
pasar utama 

4. Meningkatnya 
jumlah wisatawan di 
Kawasan pariwisata 
Danau Toba 
(Wisman dan 
Wisnus) 

4. Jumlah wisatawan di 
Kawasan pariwisata 
Danau Toba 

5. Meningkatkan good 
corporate governance 
Badan Pelaksana 
Otorita Danau Toba 

5. Terwujudnya BPODT 
yang bersih, 
transparan, 
akuntabel dan 
profesional. 

5. Indeks kepuasan unit 
kerja di lingkungan 
BPODT terhadap 
layanan internal 
BPODT 

6. Indeks Kepuasan 
Pelanggan atas 
layanan BPODT 
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4.4 Sasaran Kegiatan 

Setelah penentuan visi, misi dan tujuan, kemudian ditentukan sasaran kegiatan 

dari BPODT. Penentuan sasaran kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan 

visi, misi, tujuan BPODT dan sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2021-

2025. Disamping itu, penentuan sasaran kegiatan BPODT juga 

mempertimbangkan kerangka strategis BPODT 2021-2025. Lebih jelas terkait 

kerangka strategis BPODT 2021-2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 11. Kerangka strategis BPODT tahun 2021-2025 

Untuk mencapai visi BPODT, yakni untuk �^�u���v�i�����]�l���v�� �l���Á���•���v�� �����v���µ�� �š�}������

sebagai destinasi pariwisata dunia yang mengutamakan kearifan lokal dalam 

mewujudkan visi Kemenparekraf/B���‰���Œ���l�Œ���(�_, maka diperlukan dukungan 

dari 4 (empat) pilar utama, yakni diwujudkannya destinasi pariwisata Kawasan 

Danau toba berkualitas dan berkesinambungan, tercapainya investasi 
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pariwisata di Kawasan Danau Toba yang kondusif, terbentuknya industri dan 

kelembagaan pariwisata yang berdaya saing, dan terlaksananya pemasaran 

pariwisata komprehensif berdasarkan segmen pasar utama. Agar keempat pilar 

tersebut dapat berdiri sebagaimana mestinya, diperlukan fondasi yang kokoh 

untuk menopang pilar-pilar tersebut. Fondasi tersebut terdiri dari: keuangan 

yang stabil, kondisi umum yang kondusif, terselenggaranya komunikasi publik 

yang tepat sasaran, dan tentunya terlaksananya reformasi birokrasi di lingkup 

BPODT. 

Sasaran kegiatan adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPODT  

yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau 

beberapa program. Berikut adalah sasaran strategis BPODT periode 2021-2025 

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Danau Toba, dengan indikator 

kinerja: 

a. Jumlah wisatawan mancanegara di Kawasan pariwisata Danau 

Toba 

b. Jumlah wisatawan nusantara di Kawasan pariwisata Danau Toba 

2. Meningkatnya PNBP di Kawasan otoritatif danau toba, dengan indikator 

kinerja: 

a. PNBP dari Kawasan pariwisata Danau Toba 

3. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan pariwisata di kawasan 

pariwisata Danau Toba, dengan indikator kinerja: 

a. Jumlah investasi pariwisata di kawasan otoritatif  Danau Toba 

b. Jumlah fasilitasi usaha pariwisata di kawasan danau toba 

4. Tersedianya atraksi dan amenitas pariwisata di Kawasan pariwisata 

Danau Toba, dengan indikator kinerja: 
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a. Jumlah atraksi/daya tarik pariwisata di kawasan otoritatif Danau 

Toba 

b. Jumlah atraksi/daya tarik pariwisata di kawasan koordinatif 

Danau Toba 

c. Jumlah amenitas pariwisata di kawasan otoritatif Danau Toba 

d. Jumlah amenitas pariwisata di kawasan koordinatif Danau Toba 

e. Jumlah aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di kawasan 

otoritatif Danau Toba 

f. Jumlah aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata di kawasan 

koordinatif Danau Toba 

5. Bertumbuhnya industri dan kelembagaan di Kawasan Pariwisata Danau 

Toba, dengan indikator kinerja: 

a. Jumlah usaha pariwisata di kawasan otoritatif pariwisata Danau 

Toba yang terstandardisasi dan tersertifikasi 

b. Jumlah usaha pariwisata di kawasan koordinatif pariwisata 

Danau Toba yang terstandardisasi dan tersertifikasi 

6. Terwujudnya BPODT yang bersih, transparan, akuntabel dan 

profesional, dengan indikator kinerja: 

a. Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan BPODT terhadap 

layanan internal BPODT 

b. Indeks Kepuasan Pelanggan atas layanan BPODT 
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4.4.1 Arah kebijakan dan strategi 

1. Arah kebijakan 1: 

Pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur ekonomi kreatif 

secara berkelanjutan di Kawasan Danau Toba 

Strategi 1: 

Mengembangkan destinasi pariwisata dan infrastruktur ekonomi 

kreatif pada Kawasan Danau toba secara berkualitas dan 

berkesinambungan 

Program 1: 

Kepariwisataan di Kawasan Pariwisata Danau Toba 

Kegiatan 1: 

Pengembangan destinasi pariwisata dan 

infrastruktur ekonomi kreatif di Kawasan koordinatif 

dan otoritatif Danau Toba 

Sub-kegiatan: 

1) Pengembangan destinasi pariwisata di 

Kawasan otoritatif Danau Toba 

2) Pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif 

di kawasan otoritatif Danau Toba 

3) Pengelolaan dan operasional Toba Caldera 

Resort (TCR) sesuai Rencana Induk Rencana 

Detail (RIRD) TCR.  

4) Koordinasi pengembangan destinasi 

pariwisata serta infrastruktur ekonomi kreatif 

di Kawasan koordinatif Danau Toba 
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2. Arah kebijakan 2: 

Pengelolaan industri dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif 

pada Kawasan Danau Toba secara komprehensif 

Strategi 2: 

Mengembangkan Industri dan Kelembagaan Pariwisata dan 

ekonomi kreatif yang berdaya saing 

Program 1: 

Kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kawasan Danau Toba 

Kegiatan 2: 

Pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata 

dan ekonomi kreatif di Kawasan Danau Toba 

Sub-kegiatan: 

1) Pembinaan industri dan kelembagaan 

pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan 

otoritatif dan koordinatif 

2) Pembinaan SDM pariwisata dan ekonomi 

kreatif di Kawasan otoritatif dan koordinatif 

3) Pengembangan bisnis Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

3. Arah kebijakan 3: 

Pengelolaan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Danau 

Toba 

Strategi 3: 

Mendorong investasi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan 

Danau Toba yang kondusif 

Program 1:  

Kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kawasan Danau Toba 



72 
 

Kegiatan 3: 

Mengembangkan investasi Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif di Kawasan Danau Toba 

Sub-kegiatan: 

1) Perencanaan investasi 

2) Fasilitasi dan promosi investasi 

3) Layanan perizinan dan non perizinan investasi 

4. Arah kebijakan 4:  

Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba 

secara komprehensif 

Strategi 4:  

Melakukan pemasaran Destinasi Pariwisata dan produk ekonomi 

kreatif di Kawasan Danau Toba berdasarkan target pasar potensial  

Program 1:  

Kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kawasan Danau Toba  

Kegiatan 4:  

Pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif di 

Kawasan Danau Toba 

Sub-kegiatan: 

1) Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif di 

Kawasan Danau Toba untuk Wisatawan 

Nusantara 

2) Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif di 

Kawasan Danau Toba untuk Wisatawan 

Mancanegara, fokus pada Wisman asal 

Singapura dan Malaysia. 
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3) Komunikasi pemasaran dalam membangun 

brand Kawasan pariwisata di Kawasan Danau 

Toba 

4) Promosi Toba Caldera Resort (TCR) sebagai 

destinasi wisata terintegrasi di Kawasan 

Danau Toba 

5. Arah kebijakan 5: 

Tata kelola organisasi BPODT yang bersih, transparan dan akuntabel 

Strategi 5: 

Meningkatkan tata kelola dan layanan internal organisasi BPODT 

secara efektif dan efisien 

Program 2: 

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya BPODT 

Kegiatan 5: 

Memberikan layanan prasarana internal BPODT 

Sub-kegiatan: 

1) Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 

2) Pengadaan kendaraan bermotor 

Kegiatan 6:  

Memberikan layanan perencanaan dan 

penganggaran internal BPODT 

Sub-kegiatan: 

1) Layanan perencanaan internal BPODT 

2) Layanan penganggaran internal BPODT 

Kegiatan 7:  

Memberikan layanan penguatan SDM internal 

BPODT 
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Sub-kegiatan: 

1) Pengelolaan kepegawaian BPODT 

2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM 

BPODT 

Kegiatan 8:  

Memberikan layanan pengelolaan umum BPODT 

Sub-kegiatan: 

1) Layanan umum BPODT 

2) Layanan rumah tangga BPODT 

3) Layanan perlengkapan BPODT 

4) Layanan administrasi dan bantuan hukum 

Kegiatan 9:  

Memberikan layanan komunikasi publik BPODT 

Sub-kegiatan: 

1) Layanan Humas BPODT 

2) Layanan pengaduan masyarakat 

Kegiatan 10:  

Memberikan layanan monev dan pengawasan 

internal BPODT 

Sub-kegiatan: 

1) Pengukuran kinerja BPODT 

2) Evaluasi kinerja BPODT 

3) Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja BPODT 

4) Implementasi sistem pengawasan internal 

BPODT 
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Kegiatan 11:  

Memberikan layanan operasi perkantoran BPODT 

Sub-kegiatan: 

1) Gaji dan tunjangan 

2) Operasional dan pemeliharaan kantor 

4.5 Target Kinerja BPODT 2021-2025 

Target kinerja merupakan penjabaran dari hasil dan satuan hasil yang akan 

dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, 

Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Penyusunan 

indikator kinerja dilakukan dengan menggunakan kaidah SMART, yaitu: Spesific, 

Measurable, Attainable, Relevant, dan Timely. Target kinerja berisikan sasaran 

kegiatan, ukuran pencapaian dari sasaran kegiatan yang diterjemahkan melalui 

indikator kinerja sasaran kegiatan serta target yang hendak dicapai dari indikator 

sasaran kegiatan. Lebih jelas terkait target kinerja BPODT tahun 2021-2025 dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 8. Indikator Kinerja BPODT  tahun 2021-2025 
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4.6 Cascading Kinerja BPODT 2021-2025 

Keberhasilan implementasi strategi salah satunya sangat ditentukan oleh 

kemampuan organisasi dalam mengkomunikasikan strategi. Salah satu upaya 

yang dilakukan adalah melalui cascading atau pendelegasian kinerja BPODT dari 

level Direktur Utama hingga level struktural terbawah, yang dapat dijabarkan 

pada gambar berikut ini. 

 
Gambar 12. Cascading kinerja SK 01 IKSK 01 
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Gambar 13. Cascading kinerja SK 01 IKSK 02 

 

 
Gambar 14. Cascading kinerja SK 02 IKSK 03 
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Gambar 15. Cascading kinerja SK 02 IKSK 04 

 

 
Gambar 16. Cascading kinerja SK 03 IKSK 05 
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Gambar 17. Cascading kinerja SK 03 IKSK 06 

 
Gambar 18. Cascading kinerja SK 03 IKSK 07 
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Gambar 19. Cascading kinerja SK 04 IKSK 08 

 

 

Gambar 20. Cascading kinerja SK 05 IKSK 09 
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Gambar 21. Cascading kinerja SK 06 IKSK 10 

4.7 Sistem Nilai (Value System) 

Setelah menentukan arah dan tujuan dari organisasi yaitu melalui penetapan 

visi dan misi BPODT 2021-2025, langkah selanjutnya adalah penentuan sistim 

nilai BPODT 2021-2025. Penentuan sistim nilai ini perlu dilakukan untuk 

mencapai visi dan misi organisasi, melalui penyamaan pola pikir, pola sikap, dan 

pola tindak seluruh SDM yang ada di lingkungan BPODT. Dengan demikian, 

budaya organisasi akan terbentuk dan selaras dengan visi dan misi organisasi. 

Budaya organisasi adalah sebuah karakteristik yang dijunjung tinggi oleh 

organisasi dan menjadi panutan organisasi sebagai pembeda antara satu 

organisasi dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi juga dapat diartikan 

sebagai nilai-nilai dan norma perilaku yang diterima dan dipahami secara 

bersama oleh anggota organisasi sebagai dasar dalam aturan perilaku yang 

terdapat dalam organisasi tersebut. Berikut adalah nilai-nilai yang harus 

dijunjung tinggi dan diterapkan oleh seluruh individu di lingkungan BPODT 

dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi: 



84 
 

�9 T: Teamwork: 

 BPODT mengedepankan kerja tim daripada kerja personal. Keberhasilan 

organisasi merupakan keberhasilan Bersama, hasil kolaborasi tim yang 

terbangun dengan baik 

�9 O: Orientasi pelanggan:  

Pelanggan adalah raja. SDM BPODT mengutamakan kepuasan pelanggan 

dalam memberikan layanan. Orientasi pelanggan juga bermakna 

pemenuhan terhadap kebutuhan pelanggan. 

�9 B: Berintegritas tinggi:  

SDM BPODT harus memiliki integritas tinggi terhadap BPODT. Komitmen 

dalam memberikan yang terbaik untuk mewujudkan BPODT berkinerja 

tinggi dituangkan dalam perjanjian kinerja pegawai 

�9 A: Amanah:  

Amanah menunjukkan bahwa segenap pimpinan dan pegawai di 

lingkungan BPODT dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas 

kepercayaan yang diberikan dalam pengelolaan BPODT. 

Selain sistim nilai di atas, BOPDT juga mengadopsi sistem nilai yang ditetapkan 

oleh Kemenpan RB, yaitu: 
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BerAKHLAK adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, 

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values 

BerAKHLAK dan employer branding ASN Bangga Melayani Bangsa 

ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri PANRB No. 20/2021 tentang 

Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN pada tanggal 27 Juli 

2021. Peluncuran ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar 

bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya 

kerja ASN yang profesional. Lebih jelas terkait core value BerAKHLAK dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 22. Core Value BerAKHLAK 
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BAB V 
PROYEKSI KEUANGAN BPODT 

 

 

5.1. Proyeksi Pendapatan Negara Bukan Pajak 

Proyeksi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPODT menggambarkan 

rencana pendapatan dari bisnis yang dilakukan BPODT selama 5 tahun ke 

depan, baik dari core business maupun supporting yang mendukung core 

business. Harga layanan serta frekuensi atau volume layanan yang diberikan 

BPODT akan sangat menentukan besarnya PNBP yang didapat BPODT. 

Penentuan harga layanan BPODT (pricing strategy) telah ditentukan oleh 

regulasi, dimana harga layanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) nomor 164/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum 

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Pada Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. Jenis dan tarif layanan yang diberikan BPODT dalam 

memperoleh PNBP dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 23. Jenis dan tarif layanan BPODT 

Pada gambar di atas terlihat bahwa secara umum BPODT memiliki 4 (empat) 

jenis layanan utama, dimana masing-masing jenis layanan utama memiliki 

layanan dan sub layanan yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Layanan penggunaan tanah, bangunan dan ruangan 

Layanan penggunaan tanah, bangunan dan ruangan merupakan layanan 

sewa terhadap pemanfaatan tanah, bangunan maupun ruangan yang 

dikelola oleh BPODT. Layanan ini terdiri dari 5 sub layanan, yaitu: 

a. Penggunaan tanah/ruang 

Layanan penggunaan tanah dihitung per m2 per tahun dengan tarif 

sebesar Rp. 83.000 - Rp. 104.000 per tahun. Sedangkan layanan 

penggunaan bangunan dihitung per unit bangunan per tahun dengan 

tarif sebesar Rp. 9.160.000 - Rp. 14.950.000 per tahun. 
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b. Penggunaan fasilitas outdoor 

Layanan penggunaan fasilitas outdoor diberikan melalui sewa harian 

maupun sewa per unit. Harga layanan sewa fasilitas outdoor harian 

sebesar Rp. 1.500.000 - Rp. 2.250.000 per hari, sedangkan harga 

layanan sewa fasilitas outdoor per unit sebesar Rp. 450.000 per unit. 

c. Penggunaan fasilitas sentra usaha mikro kecil menengah 

Layanan penggunaan fasilitas sentra usaha mikro kecil menengah 

ditujukan untuk menghidupkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) di kawasan otoritatif Dana Toba, yaitu Toba Caldera Resort. 

Harga sewa fasilitas ini sebesar Rp. 750.000 - Rp. 2.400.000 per unit per 

bulan. 

d. Penggunaan fasilitas pusat budaya 

Layanan penggunaan fasilitas pusat budaya diberikan dalam rangka 

memberikan fasilitas pengembangan budaya setempat sebagai salah 

satu daya tarik. Harga layanan penggunaan fasilitas pusat budaya 

sebesar Rp. 65.000 - Rp. 530.000 per unit per jam  

e. Penggunaan pusat fasilitas MICE 

Layanan penggunaan pusat fasilitas MICE merupakan layanan sewa 

ruang beserta fasilitasnya untuk Meeting, Incentive, Conferencing and 

Exhibitions (MICE). Harga layanan penggunaan fasilitas MICE sebesar 

Rp. 620.000 - Rp. 5.550.000 per unit per jam. 

2. Layanan penggunaan Sarpras Wisata 

Layanan penggunaan Sarpras wisata terdiri dari 2 (dua) layanan, yaitu 

layanan tiket masuk kawasan dan layanan glamour camping. Harga untuk 

tiket masuk kawasan wisata ditetapkan sebesar Rp. 3.000 - Rp. 20.000 per 

kendaraan setiap kali masuk. Kendaraan di sini terdiri dari bus, mobil hingga 

motor. 
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Sedangkan tiket masuk pengunjung ditetapkan sebesar Rp. 5.000 - Rp. 

20.000 per orang sekali masuk. 

3. Layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung kawasan 

Layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung kawasan belum 

ditetapkan harganya. Untuk sementara, layanan ini tidak menjadi sumber 

pendapatan (revenue stream) BPODT dikarenakan masih dalam tahap 

pengembangan. 

4. Layanan Penunjang 

Layanan penunjang terdiri dari 3 (tiga) layanan, yaitu layanan paket 

meeting, layanan penyelenggaraan acara hingga layanan promosi dan 

publikasi. Regulasi telah menetapkan harga layanan ini sebesar Rp. 5.000 - 

Rp. 250.000 per jam. 

Berdasarkan ketentuan tarif per layanan tersebut, maka disusun proyeksi PNBP 

BPODT yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 9. Proyeksi PNBP BPODT 2022-2025 
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Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2022 BPODT menargetkan akan 

mendapatkan PNBP sebesar Rp. 1.448.060.000, tahun 2023 sebesar Rp. 

1.716.060.000, tahun 2024 sebesar Rp. 1.912.160.000 serta tahun 2025 sebesar 

Rp. 4.975.100.000. Detail proyeksi pendapatan tahun 2022 dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

Tabel 10. Detail proyeksi PNBP tahun 2022 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa proyeksi pendapatan tahun 2022 

sebagian besar berasal dari layanan penggunaan sarpras Wisata sebesar Rp. 

1.174.860.000 diikuti dengan layanan penunjang sebesar Rp. 200.000.000 dan 

layanan penggunaan tanah, bangunan dan ruangan sebesar Rp. 73.200.000. 

Layanan penggunaan sarpras Wisata yang diandalkan berasal dari tiket masuk 
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kawasan The Caldera Resort, dimana ditargetkan ada 252 Bis dengan 

pengunjung dari penumpang bis sebanyak 9828. Asumsi yang digunakan adalah 

1 buah bis akan mampu membawa kurang lebih 40 penumpang. Kendaraan 

pribadi mobil yang masuk kawasan The Caldera Resort ditargetkan mencapai 

6.120 mobil selama setahun dengan asumsi 1 mobil mampu membawa 4 orang, 

maka kendaraan pribadi diharapkan mampu membawa 24.480 penumpang 

dalam setahun. Sedangkan untuk motor, diharapkan dapat mencapai 15.600 

motor dengan pengunjung yang mengendarai motor sebanyak 31.200 

pengunjung. Selain itu, PNBP layanan penggunaan sarpras wisata juga datang 

dari penyewaan glamour camping yang ditargetkan sebesar 96 unit selama 

setahun. 

PNBP dari layanan penunjang pada tahun 2022 diharapkan datang dari Kerja 

Sama Operasional (KSO) kawasan Caldera Resort dalam bentuk Sewa, dengan 

jumlah 2 kontrak. Sedangkan PNBP dari layanan penggunaan tanah, bangunan 

dan ruangan diharapkan akan didapat dari penggunaan harian fasilitas outdoor 

sebanyak 24 hari dalam setahun, Sewa pusat kebudayaan di Caldera Resort 

sebanyak 96 jam per tahun serta sewa UMKM sebanyak 4 unit setahun. Detail 

proyeksi pendapatan tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 11. Detail proyeksi PNBP tahun 2023 

 

Sama halnya dengan tahun 2022, pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

proyeksi tahun 2023 sebagian besar didapat dari layanan penggunaan sarpras 

wisata. Tiket masuk masih menjadi andalan utama PNBP dari layanan ini, 

dimana tiket masuk kendaraan dan pengunjung yang menggunakan bis dan 

mobil pribadi diproyeksikan sama dengan tahun 2022. Sedangkan pengunjung 

yang menggunakan kendaraan motor diproyeksi mengalami peningkatan 

menjadi 33.600 pengunjung dari 16.800 motor yang masuk. Asumsi yang 

digunakan juga sama dengan tahun 2022. Selain itu, PNBP layanan penggunaan 

sarpras wisata juga datang dari penyewaan glamour camping yang ditargetkan 

meningkat menjadi 100 unit selama setahun. 

Jenis layanan penunjang yang diproyeksikan mendatangkan PNBP juga sama 

dengan tahun 2022, yaitu Kerja Sama Operasional (KSO) kawasan Caldera 

Resort dalam bentuk Sewa dengan jumlah kontrak yang mengalami 

peningkatan menjadi 4 (empat) kontrak. Sedangkan PNBP dari layanan 

penggunaan tanah, bangunan dan ruangan tahun 2023 diharapkan akan 

didapat dari penggunaan harian fasilitas outdoor yang meningkat menjadi 36 
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hari dalam setahun, Sewa pusat kebudayaan di Caldera Resort sebanyak 96 jam 

per tahun serta sewa UMKM sebanyak 4 unit setahun. 

Detail proyeksi pendapatan tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 12. Detail proyeksi PNBP tahun 2024 

 

Sama halnya dengan tahun 2022, pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

proyeksi tahun 2023 sebagian besar didapat dari layanan penggunaan sarpras 

wisata. Tiket masuk masih menjadi andalan utama PNBP dari layanan ini, 

dimana tiket masuk kendaraan dan pengunjung yang menggunakan mobil 

pribadi diproyeksikan sama dengan tahun 2022. Sedangkan pengunjung yang 

menggunakan kendaraan bis diproyeksi mengalami peningkatan menjadi 

11.520 pengunjung dari 288 motor yang masuk. Pengunjung sepeda motor 

diproyeksikan sebesar 31.200 dari 15.600 motor yang masuk. Asumsi yang 

digunakan juga sama dengan tahun 2023. Selain itu, PNBP layanan penggunaan 

sarpras wisata juga datang dari penyewaan glamour camping yang ditargetkan 

sebesar 96 unit selama setahun. 

Jenis layanan penunjang yang diproyeksikan mendatangkan PNBP juga sama 

dengan tahun 2023, yaitu Kerja Sama Operasional (KSO) kawasan Caldera 

Resort dalam bentuk Sewa dengan jumlah kontrak yang mengalami 
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peningkatan menjadi 6 (enam) kontrak. Sedangkan PNBP dari layanan 

penggunaan tanah, bangunan dan ruangan tahun 2024 diharapkan akan 

didapat dari penggunaan harian fasilitas outdoor yang meningkat menjadi 40 

hari dalam setahun, Sewa pusat kebudayaan di Caldera Resort sebanyak 96 jam 

per tahun serta sewa UMKM meningkat menjadi 8 unit setahun. 

Detail proyeksi pendapatan tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 13. Detail proyeksi PNBP tahun 2025 

 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 PNBP terbesar 

ditargetkan didapat dari layanan penunjang melalui Kerja Sama Operasional 

(KSO) kawasan Caldera Resort dalam bentuk Sewa dengan jumlah 6 (enam) 

kontrak serta dari Kerja Sama Operasional (KSO) kawasan Caldera Resort dalam 

bentuk bangun guna serah sebanyak 1 kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 

2.680.000.000. 

Jenis layanan penggunaan sarpras wisata masih mengandalkan tiket masuk 

sebagai sumber pendapatan terbesar pada layanan ini. Jumlah tiket masuk bis, 

mobil, kendaraan bermotor beserta pengunjungnya serta glamour camping 

diproyeksikan sama dengan tahun 2024. Untuk jenis layanan penggunaan 
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tanah, bangunan dan ruangan, pada tahun 2025 diproyeksikan akan mulai 

mendapatkan PNBP dari layanan sewa tanah di Caldera Resort seluas 400 m2 

dimana sewa tanah ini belum bisa dilakukan pada tahun 2022-2024. Sedangkan 

layanan penggunaan harian fasilitas outdoor, Sewa pusat kebudayaan di 

Caldera Resort serta sewa UMKM diproyeksikan sama dengan tahun 2024. 

5.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja BPODT 

BPODT merupakan Badan Layanan Umum (BLU) baru dimana pendapatan yang 

dihasilkan belum sepenuhnya mampu menutupi biaya operasional, baik beban 

tetap maupun beban variabel. Proyeksi pendapatan dan belanja BPODT tahun 

2022-2025 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 14. Proyeksi Pendapatan dan Belanja BPODT 
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Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa proyeksi pendapatan BPODT selama 5 

tahun diproyeksikan mengalami peningkatan secara berkesinambungan. Tahun 

2025 diproyeksikan target PNBP BPODT akan mencapai Rp. 4.975.100.000. 

Total belanja BPODT secara umum dibagi menjadi 2 (dua) program sesuai 

dengan prinsip money follow program, yaitu Program pengembangan kawasan 

pariwisata di kawasan pariwisata danau toba serta Program dukungan 

manajemen dan teknis lainnya. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk 

program pengembangan kawasan pariwisata di kawasan pariwisata danau toba, 

yaitu 76,53% pada tahun 2021 (baseline), 77,91% pada tahun 2022, 78,25% 

pada tahun 2023, 79,06% pada tahun 2024, serta 82,68% pada tahun 2025. Hal 

ini berarti bahwa lebih dari 75% alokasi anggaran dialokasikan untuk 

memperoleh PNBP dan pelayanan publik, sedangkan kurang dari 25% 

dialokasikan untuk layanan internal BPODT. 

Program pengembangan kawasan pariwisata di kawasan pariwisata danau toba 

diimplementasikan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu Pemasaran Kawasan 

pariwisata di Kawasan Pariwisata Danau Toba, Pengembangan industri dan 

kelembagaan pariwisata di Kawasan Pariwisata Danau Toba, Pengembangan 

investasi di Kawasan Pariwisata Danau Toba serta Pengembangan destinasi 

pariwisata di Kawasan koordinatif dan otoritatif Danau Toba. Dari keempat 

program tersebut, alokasi terbesar diberikan kepada Program pengembangan 

destinasi pariwisata di Kawasan koordinatif dan otoritatif Danau Toba (lebih dari 

60%). Sedangkan prioritas kedua adalah program Pemasaran Kawasan 

pariwisata di Kawasan Pariwisata Danau Toba (8%-31%). Hal ini berarti bahwa 

pengembangan dan pemasaran produk pariwisata menjadi fokus utama BPODT 

5 tahun ke depan dalam menghasilkan PNBP maupun dalam memberikan 

layanan publik yang optimal.  
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Program dukungan manajemen dan teknis lainnya terdiri dari 7 kegiatan, yaitu 

Memberikan layanan prasarana internal BPODT, Memberikan layanan 

perencanaan dan penganggaran internal BPODT, Memberikan layanan 

pengelolaan SDM internal BPODT, Memberikan layanan pengelolaan umum 

BPODT, Memberikan layanan komunikasi publik BPODT, Memberikan layanan 

monev internal BPODT, serta Memberikan layanan operasi perkantoran BPODT. 

Alokasi anggaran terbesar dialokasikan pada kegiatan Memberikan layanan 

operasi perkantoran BPODT. 

5.3. Proyeksi Arus Kas 

Berdasarkan proyeksi pendapatan maupun belanja BPODT sebelumnya, maka 

proyeksi arus kas BPODT selama 5 (lima) tahun ke depan dapat disajikan dalam 

gambar berikut ini. 
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Tabel 15. Proyeksi Pendapatan dan Belanja BPODT 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketergantungan BPODT terhadap 

rupiah murni masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena kas bersih yang 

diterima dari aktivitas operasi masih sangat minim bahkan minus dikarenakan 

PNBP belum cukup besar menutupi investasi dan biaya. Penyebab utamanya 

adalah BPODT yang baru berdiri dimana masih banyak infrastruktur maupun 

produk yang belum tersedia, sehingga membutuhkan investasi pengembangan 

yang cukup besar. Selain itu, pandemi Covid-19 di Indonesia yang berpotensi 

menjadi endemi, memberikan dampak yang sangat signifikan bagi dunia 

pariwisata. Travel band maupun travel restriction beberapa negara masih 

berlaku untuk Indonesia sehingga menurunkan angka wisatawan mancanegara 
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untuk datang ke Indonesia. Hal lainnya adalah penerapan PPKM level I hingga 

IV juga ikut membatasi pergerakan Wisnus ke Danau Toba sehingga berdampak 

cukup serius terhadap kunjungan Wisnus ke Danau Toba.  

Ke depan, diharapkan seiring menurunnya kasus Covid19 di Indonesia dan 

pulihnya perekonomian Indonesia, maka jumlah Wisman dan Wisnus akan 

mengalami peningkatan sehingga realisasi terhadap target proyeksi di atas 

dapat tercapai melebihi harapan. 

5.4. Kebutuhan Anggaran Pengembangan dan Pembangunan Toba Caldera 

Resort dari usulan APBN K/L 

Rencana pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan otoritatif BPODT, 

dalam hal ini adalah Kawasan Toba Caldera Resort, merupakan bagian dari 

pengembangan destinasi wisata yaitu pengembangan amenitas serta 

aksesibilitas. Pengembangan dan pembangunan ini membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit dan kemampuan anggaran APBN BPODT tidak memungkinkan  

untuk merealisasikan secara keseluruhan. Namun di sisi lain, pengembangan 

amenitas dan aksesibilitas ini sangat dibutuhkan agar destinasi pariwisata di 

Kawasan otoritatif Danau Toba ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan 

mancanegara maupun wisatawan nusantara. Rekapitulasi kebutuhan anggaran 

pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Danau Toba 

dapat dijabarkan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 16. Rekapitulasi biaya pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort 
berdasarkan jenis pengembangan dan pembangunannya 

 

Tabel 17. Rekapitulasi biaya pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort 
berdasarkan usulan APBN K/L  

 

Berdasarkan tabel 16 di atas, dapat dilihat bahwa BPODT masih membutuhkan Rp. 

1.509.606.199.000 untuk pembangunan fisik meliputi: 

1. Pembangunan infrastruktur dasar, sebesar Rp. 788.071.139.000 

2. Pembangunan fasilitas umum/bangunan penunjang, sebesar Rp. 

373.168.536.000 

3. Pembangunan Lanskap, sebesar Rp. 348.366.524.000 
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Kebutuhan pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba 

Caldera Resort tersebut diharapkan dapat dianggarkan pada tahun anggaran 2022 

oleh berbagai Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan kewenangannya, dengan 

penjabaran seperti ditunjukkan pada tabel 17 di atas.  

Kebutuhan anggaran pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif 

Toba Caldera Resort terbesar diusulkan dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, sebesar Rp. 880.569.094.000, berupa pembangunan fisik yang 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 18. Rincian biaya pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort 
berdasarkan usulan APBN Kementerian PUPR 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 16 usulan pekerjaan pembangunan 

yang diusulkan kepada Kementerian PUPR dalam mendukung pengembangan dan 

pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort. Sebagian besar 

merupakan usulan program baru sedangkan 1 program merupakan kelanjutan 

program tahun anggaran 2019/2020, yaitu Pekerjaan Jalan & Drainase, Turap DPT dan 

Trench Duct. 
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Kebutuhan anggaran pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif 

Toba Caldera Resort berikutnya diusulkan dari APBN Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) sebesar Rp. 285.544.765.000, berupa pembangunan fisik dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 19. Rincian biaya pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort 
berdasarkan usulan APBN Kementerian BUMN 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) usulan pekerjaan 

pembangunan yang diusulkan kepada Kementerian BUMN dalam mendukung 

pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort. 

Ketiganya merupakan program usulan baru yang diharapkan dapat diusulkan pada 

tahun anggaran 2022. 

Kebutuhan anggaran pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif 

Toba Caldera Resort berikutnya diusulkan dari APBN Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud & Ristek) sebesar Rp. 

96.356.382.000, berupa pembangunan fisik dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 20. Rincian biaya pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort 
berdasarkan usulan APBN Kemendikbud & Ristek 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) usulan pekerjaan 

pembangunan yang diusulkan kepada Kemendikbud & Ristek dalam mendukung 

pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort. 

Program tersebut merupakan program usulan baru yang diharapkan dapat diusulkan 

pada tahun anggaran 2022. 

Kebutuhan anggaran pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif 

Toba Caldera Resort berikutnya diusulkan dari APBN Kementerian Agama (Kemenag) 

sebesar Rp. 94.449.397.000, berupa pembangunan fisik dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 21. Rincian biaya pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort 
berdasarkan usulan APBN Kemenag 
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Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) usulan pekerjaan 

pembangunan yang diusulkan kepada Kemenag dalam mendukung pengembangan 

dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort. Keduanya 

merupakan program usulan baru yang diharapkan dapat diusulkan pada tahun 

anggaran 2022. 

Kebutuhan anggaran pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif 

Toba Caldera Resort berikutnya diusulkan dari APBN Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) sebesar Rp. 53.444.217.000, berupa pembangunan fisik dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 22. Rincian biaya pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort 
berdasarkan usulan APBN Kemenkes 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) usulan pekerjaan 

pembangunan yang diusulkan kepada Kemenkes dalam mendukung pengembangan 

dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort. Program tersebut 

merupakan program usulan baru yang diharapkan dapat diusulkan pada tahun 

anggaran 2022. 

Kebutuhan anggaran pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif 

Toba Caldera Resort berikutnya diusulkan dari APBN Badan Riset dan Inovasi Nasional 

(BRIN) cq Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati sebesar Rp. 43.799.090.000, 

berupa pembangunan fisik dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 23. Rincian biaya pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort 
berdasarkan usulan APBN BRIN cq Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) usulan pekerjaan 

pembangunan yang diusulkan kepada BRIN Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati 

dalam mendukung pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif 

Toba Caldera Resort. Program tersebut merupakan program usulan baru yang 

diharapkan dapat diusulkan pada tahun anggaran 2022. 

Kebutuhan anggaran pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif 

Toba Caldera Resort berikutnya diusulkan dari APBN Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) 

sebesar Rp. 26.310.643.000, berupa pembangunan fisik dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 24. Rincian biaya pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort 
berdasarkan usulan APBN Kemenparekraf/Baparekraf 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) usulan pekerjaan 

pembangunan yang diusulkan kepada Kemenparekraf/Baparekraf dalam mendukung 
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pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort. 

Program tersebut merupakan program usulan baru yang diharapkan dapat diusulkan 

pada tahun anggaran 2022. 

Kebutuhan anggaran pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif 

Toba Caldera Resort berikutnya diusulkan dari APBN Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) sebesar Rp. 25.020.758.000, berupa 

pembangunan fisik dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 25. Rincian biaya pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort 
berdasarkan usulan APBN Kemenkop UMKM 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) usulan pekerjaan 

pembangunan yang diusulkan kepada Kemenkop UMKM dalam mendukung 

pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort. 

Program tersebut merupakan program usulan baru yang diharapkan dapat diusulkan 

pada tahun anggaran 2022. 

Kebutuhan anggaran pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif 

Toba Caldera Resort berikutnya diusulkan dari APBN Badan Riset dan Inovasi Nasional 

(BRIN) cq Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebesar Rp. 

4.111.853.000, berupa pembangunan fisik dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 26. Rincian biaya pengembangan dan pembangunan lahan di Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort 
berdasarkan usulan APBN BRIN cq Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) usulan pekerjaan 

pembangunan yang diusulkan kepada BRIN Organisasi Riset Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi dalam mendukung pengembangan dan pembangunan lahan di 

Kawasan Otoritatif Toba Caldera Resort. Program tersebut merupakan program 

usulan baru yang diharapkan dapat diusulkan pada tahun anggaran 2022. 

Selain itu, dibutuhkan juga anggaran terkait pelaksanaan fungsi keselamatan dan 

keamanan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba yang diusulkan 

untuk dianggarkan oleh beberapa K/L, dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 27. Rincian biaya pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas 
(DPSP) Danau Toba 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan fungsi keselamatan 

dan keamanan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, dibutuhkan 

total biaya sebesar Rp. 96,5 M yang diusulkan dari APBN BPODT, Pemkab, TNI, 

Kemenkes, Basarnas, BNPB, Polair, Polda Sumut, Kemenhub maupun kontribusi dari 

PT. Inalum. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 

 

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) merupakan Badan Layanan Umum 

(BLU) baru di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf). BPODT diharapkan dapat 

meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata prioritas, dalam hal ini Kawasan 

Pariwisata Danau Toba, dalam meningkatkan jumlah Wisman dan Wisnus sehingga 

berdampak terhadap devisa maupun pergerakan perekonomian masyarakat sekitar 

kawasan Danau Toba. Untuk itu maka dibutuhkan suatu perencanaan strategis yang 

komprehensif untuk memastikan pengelolaan bisnis BPODT dapat berjalan sesuai 

dengan target yang ditentukan. 

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BPODT disusun sebagai gambaran upaya strategis 

dalam mewujudkan Visi dan Misi BPODT dalam 5 tahun ke depan. RBA ini merupakan 

gambaran arah pengembangan BPODT 5 tahun ke depan yang tertuang dalam visi, 

misi, tujuan. RBA ini juga menjabarkan program serta kebijakan strategis BPODT 

hingga proyeksi keuangan sesuai kebutuhan. RBA ini diharapkan dapat menjadi acuan 

BPODT dalam mewujudkan Visi dan Misi BPODT tahun 2025. Penyusunan RBA BPODT 

tentunya memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan 

berdampak terhadap BPODT. Selain itu, RBA ini juga disusun selaras dengan Renstra 

Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024. 

Keberhasilan pelaksanaan RBA BPODT ini sangat bergantung kepada komitmen 

seluruh elemen BPODT dalam melaksanakan RBA ini secara konsisten dan 

berkesinambungan. Implementasi RBA ini menjadi kunci utama dalam pencapaian visi 



113 
 

dan misi BPODT. Eksekusi tanpa rencana (strategi) merupakan mimpi, Namun strategi 

tanpa dieksekusi merupakan mimpi buruk. 


